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ABSTRAK 

 

Tesis ini meneliti tentang pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap 

penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit ditinjau dari asas kebebasan 

berkontrak. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana kedudukan 

penggunaan klausula baku ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, 

bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris dengan penggunaan klausula baku 

dalam perjanjian kredit bank. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode yang digunakan adalah 

metode studi kepustakaan guna menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal 

yang pertama, penggunaaan klausula baku selama ini belum diatur secara tegas dan 

pasti dan suatu peraturan perundang-undangan. Aturan mengenai klausula baku 

hanya berdasar pasa asas-asas hukum bukan melalui peraturan berbentuk undang-

undang yang mengikat. Sehingga penggunaan klausula baku dalam perjanian kredit 

masih sering terjadi dan tentu hal ini bertentangan dengan asas kebebasan 

berkontrak karena tanggung jawab dan kehendak dalam menentukan isi perjanjian 

antara Kreditur / Bank dan Debitur / Nasabah tidak seimbang. Debitur atau nasabah 

tidak memiliki keluasaan untuk itu bernegosisasi menentukan isi daripada 

perjanjian kredit. Kedua, dalam penggunaan klausula baku pada perjanjian kredit 

Notaris dibebani oleh tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab 

keperdataan. Tanggung jawab administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut 

notaris tidak melalui prosedur yang benar, sedangkan tanggung jawab perdata 

dibebankan Notaris karena terdapat kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak 

akibat akta tersebut. Akta perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris 

dan mengandung klausula baku serta menyebabkan kerugian maka Notaris dapat 

dikenakan tanggung jawab perdata yaitu dengan membayar kerugian pada pihak 

yang dirugikan. Akibat dari Akta yang mengandung klausula baku tersebut bila 

menyebabkan kerugian masuk dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana 

pasal 1365 KUHPerdata.  

 

 

Kata kunci : Notaris, klausula baku, kebebasan berkontrak.  
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Abstracs 

 

This thesis studies the accounts of notary law against the use of the default clause 

in the credit agreement is reviewed from the basis of contracting freedom.Problem 

formulas in this research first, how the use of the default clause is viewed from the 

basis of contracting freedom.Second, how to account for notary laws with the use 

of default clauses in bank credit agreements.This type of research uses the normical 

jurisdictional research type.The approach in this study uses the legal approach and 

the case approach. Method used is a method of study of literature to analyze 

primary legal material, secondary legal material and the tersier legal material. The 

results of this study were divided into the first two things., The use of the default 

clause has not been firmly regulated and for sure and a rule of law.The rule of the 

default clause is based only on legal pasa-asas, not through binding laws..So the 

use of default clauses in credit exchanges is still common. And of course it is 

contrary to the basis of freedom contracting due to responsibility and will in 

determining the content of the agreement between creditors / banks and debitors / 

mismatches. A debtor or customers having freedom therefore bernegosisasi 

determine the than credit agreement. Both, in the use of raw klausula on credit 

agreement a notary burdened by administrative responsibilities and responsibilities 

of privat. Administrative responsibilities when the notary in making the deed not 

the right through the procedure, while civil responsibility for a loss on a notary felt 

by one of the parties due to the certificate. A credit agreement made by and up 

before the notary and containing raw klausula notary and causing harm and may 

be subject to civil responsibility and amends the wrong. Result of deed containing 

raw klausula if that causes harm in an unlawful act as article kuhperdata 1365. 

 

Key words : Notary, Raw klausula, Freedom of contract 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Profesi Notaris di Indonesia merupakan suatu perjalanan profesi yang telah 

ada sejak zaman Hindia Belanda. Era reformasi di Indonesia sangat mempengaruhi 

perundang-undangan mengenai Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian mengalami beberapa perubahan 

dengan mengikuti kebutuhan perkembangan zaman, maka undang-undang tersebut 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, 

yang selanjutnya disebut dengan UUJN. Notaris merupakan pejabat umum yang 

diangkat negara serta disumpah dalam menjalankan tugas serta wewenang Jabatan 

Notaris tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris.  

 Pengertian di UUJN disebut dengan tegas bahwa Jabatan Notaris ialah 

membuat akta otentik. Definisi Notaris dinyatakan di Pasal 1 ayat (1) UUJN Bahwa 

“notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Notaris juga diberikan 

tugas guna mendaftarkan serta mensyahkan (waarmerken serta legaliseren) 

sejumlah surat/akta yang di buat dibawah tangan. Notaris wajib memberi arahan 

serta penjelasan terkait undang-undang, peraturan yang berlaku pada perbuatan 

hukum yang dijalankan para pihak salah satunya yakni perjanjian1. 

                                                           
1 Ngadino, Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia (UPT Penerbitan Universitas 

PGRI Semarang Press, 2021). 
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 Tanggung Jawab Notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula 

baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah jika mengandung unsur 

perbuatan melawan hukum dalam suatu akta perjanjian kreditnya maka notaris 

wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada 

para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris. Perkembangan era globalisasi seperti sekarang ini, keberadaan seorang 

Notaris sangat penting, dan sangat diperlukan. Mengingat segala hal mengenai 

perbuatan hukum membutuhkan kekuatan hukum, yang tidak lain menggunakan 

jasa dari seorang Notaris. Maka dari itu, menurut Wawan bahwa seorang Notaris 

tidak hanya berfokus pada beberapa pihak saja akan tetapi terutama semua pihak 

dari golongan terendah hingga golongan tertinggi 2.  

 Menurut (Badrulzaman,1994) pcrjanjian kredit yang didalam praktek 

lembaga keuangan sering disebut sebagai akad kredit, sebenarnya di dalam bidang 

hukum perdata disebut perjanjian pinjam-meminjam atau hutang piutang, yaitu 

suatu perjanjian yang satu pihak (kreditur) berjanji untuk menyediakan barang yang 

habis karena pemakaian, sedangkan pihak lain (debitur) berjanji untuk 

mengembalikan barang dengan barang lain dengan jenis, mutu, dan jumlah yang 

sama di lain waktu, baik disertai dengan bunga atau tidak sesuai kesepakatan3. 

                                                           
2 Monika Sitanggang and Achmad Busro, ‘Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum 

Dalam Tindakan Wanprestasinya Yang Merugikan Klien’, Notarius, 16.1 (2023), pp. 409–25, 

doi:10.14710/nts.v16i1.39779. 
3 Satya Wicaksana Sudrajat and Paramita Prananingtyas, ‘Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak 

Akomodir Dalam Perjanjian Kredit Perbankan’, Notarius, 16.1 (2023), pp. 298–309. 
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Dalam suatu perjanjian kredit selalu dalam bentuk tertulis dan memiliki klausula 

baku. Perjanjian kredit berbentuk akta notariil dan juga akta dibawah tangan.   

 Kredit sebagai suatu perjanjian mempunyai alas hukum yang pokok yaitu 

asas hukum kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”4. Kredit 

merupakan salah satu usaha bank untuk menyalurkan dana pada masyarakat atau 

bias disebut dengan landing. Kredit yang dikeluarkan oleh bank terdapat tiga jenis 

pokok yaitu kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan. Kredit 

membantu masyarakat yang membutuhkan biaya untuk mengupgrade usaha 

ataupun inevstasi jangka panjang. Kredit kini sudah merambah tidak hanya di dunia 

bisnis namun juga di segala lini kehidupan dengan berbagai kemudahan yang 

ditawarkan oleh Bank.  

 Perjanjian yang dimuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis, 

tidak ada ketentuan khusus apakah harus dalam bentuk akta otentik atau akta di 

bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

maka beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal kebenaran akta otentik 

tersebut, sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian 

jika pihak yang menandatangani akta mengakui tanda tangannya dalam akta 

tersebut. Mengingat hal tersebut, maka banyak bank yang membuat perjanjian 

kredit secara notariil. Dalam perjanjian dimana bentuk, syarat atau isi yang 

                                                           
4 Winta Hayati, ‘Surat Kuasa Pengalihan Kredit Pelunasan Leasing Kepemilikan Kendaraan Roda 

Empat Dalam Perjanjian Leasing’, Jurnal Ilmiah Metadata, 5.2 (2023), pp. 266–276. 
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dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (standard contract) 

maka posisi hukum (recht positie-kedudukan hukum) pembeli tidak leluasa atau 

bebas dalam mengutarakan kehendak. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak 

mempunyai kekuatan menawar (bargaining power). Prakteknya dalam standard 

form contract pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan 

oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hak-hak 

tertentu, misalnya tentang harga, tempat penyerahan barang dan tata cara 

pembayaran, di mana hal inipun dimungkinkan oleh penjual.5 

 Sehingga dengan demikian antara hak-hak dan kewajiban antara Kredior 

dan Debitor tidak seimbang. Kebebasan berkontrak akhirnya menjurus kepada 

penekanan oleh pihak Kreditor kepada Debitor. Demi Memberi perlindungan 

hukum kepada debitor, maka perlu adanya pembatasan kebebasan berkontrak. 

Untuk itu perlu campur tangan pemerintah guna melindungi pihak yang lemah, 

dalam hal ini pembeli, melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting 

karena mengingat menyangkut kepentingan rakyat banyak dan pembangunan 

ekonomi.   

Perkembangan zaman saat ini terlihat bahwa perjanjian atau kontrak 

antara Kreditor dan Debitor hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak 

yang berbentuk standar atau baku, oleh sebab itu secara umum didalam hukum 

perjanjian, perjanjian atau kontrak sejenis itu dinamakan perjanjian/kontrak baku 6. 

Perjanjian baku sebagai bentuk perjanjian yang seluruh klausul-klausulnya 

                                                           
5 Ibid, hlm.268. 
6 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (PT GRASINDO, 2000). 
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dibakukan oleh pemakainya dan sebagai pihak yang lain tidak diberikan 

kesempatan untuk ikut berunding untuk membahas kesepakatan sesuai yang 

diinginkan7.  

 Dalam hal ini walaupun pembuatan akta otentik merupakan kewenangan 

Notaris, problematika hukum sering terjadi ketika pihak Bank yang menggunakan 

jasa Notaris dalam membuat perjanjian kredit, yang mana dengan kehendaknya 

meminta Notaris untuk tetap berpedoman dan sepakat pada klausula-klausula baku 

yang telah disediakan oleh pihak Bank. Sehingga fungsi dan peran Notaris 

khususnya dalam pembuatan akta otentik yang berupa perjanjian kredit untuk 

mewujudkan kesetaraan/keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur 

menjadi tidak terlaksana dengan baik dan selain itu asas kehati-hatian sebagai 

pedoman Notaris selaku pejabat publik dalam membuat akta otentik menjadi sulit 

untuk diterapkan. 

 Notaris berperan penting dalam pembuatan dan penerbitan perjanjian kredit 

yang dilakukan oleh pihak Perusahaan pembiayaan seperti bank dan pihak 

krediturnya. Diperlukan adanya kepastian hukum Notaris sebagai pejabat umum 

yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik  dimana  

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta-

akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 

                                                           
7 Ali Mansyur and Irsan Rahman, ‘Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya 

Peningkatan Mutu Produksi Nasional’, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2.1 (2016), p. 1, 

doi:10.26532/jph.v2i1.1411. 
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yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh 

para pihak di hadapan Notaris memberikan kekuatan pembuktian yang paling kuat. 

Perjanjian telah dinilai benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bilamana ada pihak yang 

mengklaim tentang keabsahan atau substansi perjanjian, maka pihak tersebutlah 

yang memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran klaimnya.  

 Sebagai payung hukumnya maka berbagai peraturan dan undang-undang 

yang mengatur perjanjian kredit, praktik notaris, dan perlindungan hukum bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kredit. Beberapa payung hukum yang 

relevan dapat mencakup Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat 

umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik termasuk perjanjian 

kredit. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tanggung jawab dan kewajiban 

notaris dalam menjalankan tugasnya. Kemudian adanya Undang-Undang 

Perjanjian Kredit yakni Hukum yang mengatur substansi dan syarat-syarat sah 

perjanjian kredit. Ini mencakup persyaratan formal, ketentuan bunga, dan hak serta 

kewajiban pihak-pihak yang terlibat.   

 Perkembangan yang begitu pesat tidak dikuti dengan perkembangan 

perundang-undangan yang mengaturnya. Perjanjian kredit yang mengandung 

klausula baku memang memudahkan dalam kontrak bisnis karena isi perjanjian 

dibuat oleh salah satu pihak dan mengabaikan pihak yang lainnyta. Perjanjian baku 

atau kontrak standar tersebut sangat mengakibatkan klausul yang berat sebelah 

yang cenderung berpihak pada pihak yang lain. Kontrak baku tersebut lebih efisien 
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digunakan dalam dunia bisnis dan prateknya lebih mudah dan simpel yang seketika 

dapat ditandatangani oleh para pihak.  

 Selain itu kontrak baku sebenarnya tidak menjadi persoalan hukum karena 

mengingat kontrak baku tersebut sudah menjadi kebutuhan dalam praktek bisnis. 

Walaupun demikian sebenarnya dalam pembuatan perjanjian baku/kontrak baku 

jika dilihat sama sekali tidak mengandung unsur dari asas kebebasan berkontrak 

tetapi karena adanya pembatasan-pembatasan dari asas kebebasan berkontrak 

sehingga perjanjian baku dapat berlaku. Dengan demikian berarti dan pentingnya 

masalah-masalah hukum yang menyangkut eksistensi dan ruang lingkup asas 

kebebasan berkontrak sebagai akibat penggunaan perjanjian-perjanjian baku dalam 

dunia bisnis. Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang 

kedudukannya karena pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat 

sedangkan konsumen berada pada pihak yang ekonominya lemah 8.  

 Bank sebagai pihak yang ekonominya kuat merekalah yang membuat 

atauran-aturan yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut 

kadangkala bersifat berat sebelah. Agar kedudukan pelaku usaha dengan konsumen 

setara, pelaku usaha harus memperhatikan aturan mengenai klausula baku. 

Kebebasan berkontrak atau freedom of contract harus dibatasi bekerjanya agar 

kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang 

berat sebelah atau timpang.  

                                                           
8 Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo, ‘Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan 

Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata’, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 1.2 (2022), pp. 270–78, 

doi:10.55681/sentri.v1i2.234. 
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Selain hal diatas perlu pula diciptakan prinsip-prinsip hukum umum 

yakni prinsip-prinsip hukum umum yang mencakup keabsahan kontrak, keadilan, 

dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam pembuatan perjanjian dan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai antisipasi jika perjanjian kredit 

melibatkan konsumen, payung hukum ini melibatkan regulasi perlindungan 

konsumen yang menetapkan hak-hak dan kewajiban dalam transaksi kredit. Penting 

untuk mengidentifikasi dan memahami payung hukum yang berkaitan dengan 

penelitian ini sehingga untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang 

pertanggungjawaban hukum notaris terhadap penggunaan klausula baku dalam 

perjanjian kredit bank ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. 

Ketidakjelasan peraturan tentang Klausula Baku dalam perjanjian kredit 

membuat Debitur dirugikan, selain itu klasula baku merupakan klausula yang sulit 

dibuktikan sepanjang belum ada peraturan yang mengatur jelas terkait hal tersebut. 

Perjanjian Kredit yang ditawarkan Bank pada Nasabah atau Debitur serupa kontrak 

yang tidak dapat dinegosiasikan karena ketidaksetaraan antara Kreditur dengan 

Debitur. Salah satu contoh perjanjian kredit yang mengandung klausula baku adalah 

perjanjian kredit nomor  CO.TBN/PK-KMK/007/2010 yang merupakan kredit 

mosal usaha antara Bank Mandiri cabang lamongan dengan seorang Nasabah di 

Daerah Tuban dengan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor 54 Desa Mrutuk 

Kecamatan Widang, Tuban.  Dalam perjanjian kredit tersebut ditemukan pasal demi 

pasal yang mengandung klausula baku diantaranya pada pasal 15 dan pasal 18 

perjanjian kredit tersebut. 



 
 

9 
 
 

Pada pasal 15 diatur tentang Kuasa-kuasa yang mana Debitur 

memberikan kuasa penuh pada Bank  terhadap besaran jumlah hutang yang 

terutang, debitur memberikan kuasa penuh pada bank untuk menandatangani 

pengakuan hutang secara notariil dan memberi kuasa Bank untuk mendebet 

rekeningdebitur untuk memenuhi pembayaran tersebut. hal ini tentu merupakan 

kesepakatan yang dibuat oleh sepihak dan hanya menguntungkan Kreditur. Debitur 

dengan menandatangani perjanjian kredit ini maka mengkuasakan penuh hartanya 

bahkan pengakuan hutangnya secara penuh pada bank tanpa debitur mengetahuinya 

terlebih dahulu. Debitur bahkan tidak memiliki keleluasaan pada rekeninh dan 

tabungannya sendiri.  

Pasal 18 mengatur tentang apabila bank mengalihkan hak tagis termasuk 

bunga dan pokok pada pihak lain dan Debitur tidak dapat mengurangi jumlah 

pembayaran dan tetap menjalankan kredit walaupun telah beralih bank. Dalam psal 

ini debitur yang lalai juga akan langsung dialihkan pengurusannya pada lelang 

negara terhadap jaminan kreditnya pada pasal ini juga diatur tentang apabila ada 

sengketa maka Debitur hanya boleh mengajukan gugatan di pengadilan di wilayah 

hukum tempat Bank berada yaitu pengadilan Negeri lamongan, sedangkan Bank 

diberikan keleluasaan untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri dimanapun 

di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan pembatasan-pembatasan hak terhadap 

debitur.  

Untuk itu beberapa debitur yang dirugikan akibat akta perjanjian kredit 

tersebut mengajukan Gugatan di pengadilan sebagaimana Perkara Nomor 2345 

K/Pdt/2017 dimana penggugat menilai perjanjian kredit yang dibuat oleh bank 
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UOB mengandung klausula baku yang merugikan debitur. Akta Perjanjian kredit 

ini juga dibuat oleh dan dihadapan Notaris dimana seharusnya Notaris pemahami 

bahwa klausula baku adalah sesuatu yang memebratkan salah satu pihak saja. 

Namun penggugat tida menarik notaris sebagai pihak berperkara dalam hal ini. 

Namun majelis hakim berpandangan bahwa klausla-klausula yang dijelaska 

Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan klausula baku dan penggugat 

sebagai pihak telah bertanda-tangan atas akta tersebut sebagai bentuk kesepakatan.  

Ketidakjelasan aturan terkait dengan klausula baku membuat hak 

daripada debiturtnerkurangi dan berujung pada timbulnya kerugian. Atas 

ketidakjelasan tersebut Notaris sebagai pejabat umum yang mengetahui atas hal 

tersebut tidak dapat serta merta dikenai pertanggungjawaban. Sehingga Debitur 

dalam hal perjanjian kredit dengan klausula baku ini sangat dirugikan dan tidak 

memiliki perlindungan hukum. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti hal ini agar 

terang permasalahan tentang klausula baku dan perjanian kredit yang dibuat oleh 

dan dihadapan Notaris dan pertanggungajwaban Notaris akan hal tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan penggunaan klausula baku ditinjau dari asas 

kekebasan berkontrak  ? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum notaris dengan  penggunaan 

klausula baku dalam perjanjian kredit bank?  
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C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan penggunaan klausula baku ditinjau 

dari asas kekebasan berkontrak. 

2. Mengkaji dan menganalisis terkait pertanggungjawaban hukum notaris 

dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit bank. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk beberapa kalangan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan sumbangsih 

kepada perkembangan teoritis dalam bidang hukum, terutama tentang 

pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap penggunaan klausula baku dalam 

perjanjian kredit ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi para penyusun kebijakan dan pembuat peraturan perundang-

undangan dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membuka pikiran dan 

pandangan baru terhadap pertanggungjawaban hukum Notaris dalam penggunaan 

klausula baku dalam pembuatan perjanjian kredit ditinjau dari asas kebebasan 

berkontak. Sehingga terdapat peraturan yang pasti terkait dengan klausula baku 

yang digunakan dalam perjanjian Kredit. 
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3. Manfaat untuk masyarakat 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat tercipta pemahaman yang baik di 

kalangan masyarakat mengenai penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit 

dilihat dari asas kebebasan berkontrak antar para pihak dan juga memahami sejauh 

mana Notaris pertanggungjawab atas pembuatan perjanjian kredit yang 

mengandung klausula baku di dalamnya. 

4. Manfaat bagi Pemerintah 

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan solusi dan 

pemahaman yang luas di kalangan Pemerintah mengenai ketentuan yang perlu 

diatur keembali tentang penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit dan 

pertanggungjaaban notaris akan hal tersebut. 

 

E. Orisinalitas Penelitian 

 

Table 1 Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Violette Shania 

Rachel 

Mokodongan dan 

Elly Hernawati 

(2024) 

Kedudukan 

Notaris Pada 

Perlindungan Hak 

Konsumen Atas 

Adanya Klausula 

Baku Dalam Jual 

Beli Properti  

1. Melihat aspek 

kedudukan 

notaris 

2. Meninjau 

tentang 

klausula baku 

Objek nya pada jual 

beli properti 

2.  Satya Wicaksana 

Sudrajat dan 

Paramita 

Prananingtyas 

(2023) 

Tanggung jawab 

notaris sebagai 

pihak akomodir 

dalam perjanjian 

kredit perbankan 

Sama sama 

membahas tentang 

tanggung jawab 

notaris 

1. Metode 

pendekatannya 

yuridis normatif 

dan yuridis 

empiris 

2. Objek 
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No. Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

penelitiannya 

pada kredit 

perbankan 

3 Ayu Kartika 

Putri dan 

Achmad Busro 

(2023) 

Pertanggungjawab

an notaris dalam 

perjanjian 

kerjasama dengan 

bank yang tidak 

sesuai kode etik 

Membahas tentang 

pertanggungjawab

an notari 

1. Fokus pada 

kode etik 

2. Objek pada 

perbankan 

4 Monika 

Sitanggang dan 

Achmad Busro 

(2023) 

Pertanggungjawab

an Notaris Sebagai 

Pejabat Umum 

dalam Tindakan 

Wanprestasinya 

yang Merugikan 

Klien 

Membahas tentang 

pertanggungjawab

annotaris 

Tindakan  

wanprestasi 

5 Renanda 

Arizona, 

Ramlani Lina 

Sinaulan, Erny 

Kencanawati 

(2023) 

Pertanggungjawab

an Notaris 

Terhadap 

Covernote Yang 

Dibuatnya Dalam 

Perjanjian Kredit 

 

Membahas tentang 

pertanggungjawab

an notaris 

Pembuatan 

covernote dalam   

perjanjian kredit 

6 Muhammad 

Rahmat Fitra dan 

Anisah Veronika 

Ridhayanti 

(2023) 

Tinjauan Tentang 

Pertanggungjawab

an Notaris 

Terhadap Akta 

Authentik Yang 

Dibuat Oleh Pihak 

Yang Tidak Sah  

Meneliti tentang 

pertanggungjawab

an notaris 

1. Akta autentik 

2. Pihak yang 

tidak sah 

7 Apriyodi Ali, 

Achmad Fitrian, 

dan Putra 

Hutomo 

(2022) 

Kepastian Hukum 

Penerapan Asas 

Kebebasan 

Berkontrak Dalam 

Sebuah Perjanjian 

Baku Ditinjau 

Berdasarkan Pasal 

1338 Kitab 

Menggunakan asas 

kebebasan 

berkontrak dengan 

klausula baku 

1. Meninjau 

mengenai 

kepastian 

hukum 

2. Tentang pasal 

1338 

KUHPerdata 
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No. Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

Undang-Undang 

Hukum Perdata  

8 Eirza Daffa 

Pratama, Sukinta, 

dan Zil Aidi 

(2022) 

Tinjauan tentang 

perlindungan 

hukum dan 

pertanggung 

jawaban terhadap 

notaris yang 

melakukan tindak 

pidana pemalsuan 

akta notaris 

Meninjau pula 

pada 

pertanggungjawab

an notaris 

Objek nya tindak 

pidana pemalsuan 

akta notaris 

9 Siti Umi 

Aimanah, 

Muhammad 

Rustamaji, dan 

Cerah Ummul 

Firdaus 

(2021) 

Tanggung jawab 

Notaris terhadap 

akta-akta Notaris 

yang dibuatnya 

Meninjau tentang 

tanggung jawab 

notaris 

Semua jenis akta 

10 Lina Maulidiana, 

Rendy Renaldy, 

Tia Amelia, dan 

Ledi Vebriani 

(2020) 

Tanggung Jawab 

Notaris Terhadap 

Perjanjian Kredit 

Bank 

Dengan 

Menggunakan 

Klausula Baku 

 

1. Membahas 

tentang 

tanggung 

jawab notaris 

2. Menggunakan 

klausula baku 

Pada perjanjian 

kredit bank 

11 Deviana 

Yuanitasari 

(2017) 

Peran Notaris 

dalam 

Memberikan 

Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Standar Kontrak 

untuk Konsumen 

Indonesia 

1. Memiliki  

standar 

kontrak/klausul

a baku 

2. Meninjau 

tentang peran 

notaris 

Secara umum untuk 

semua jenis 

konsumen di 

Indonesia 

Figure 1 Penelitian Terdahulu 
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F. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

 

a. Defenisi Perjanjian 

 Perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa : 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan yang di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia, perjanjian merupakan terjemahan dari oveereenkomst 

kemudian ditafsirkan sebagai wilsovereenstemming (penyesuaian kehendak 

atau sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (communis opinion 

cloctortinz) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal ini sependapat pula dengan 

Sudikno bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak 

atau  lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum 9.  

 Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang 

lain/dimana dua orang saling berjanji melaksanakan sesuatu hal. Dari 

peristiwa ini timbullah hubungan antara dua orang yang dinamakan 

perikatan. Dalam bentuknya perjanjian berupa rangkaian perkataan yang 

mengandung janji/kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Berdasarkan 

beberapa pendapat dapat kita lihat secara jelas bahwa adanya kaitan hukum 

yang timbul akibat dari perjanjian yang dimana dilakukan untuk 

mengikatkan diri pada satu orang atau lebih dari satu orang untuk 

melakukan suatu perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan tersebut. 

                                                           
9 S.M Wahid, A, Rohadi, dan Badriyah, Serba Serbi Hukum Perjanjian Di Indonesia, CETAKAN 1 

(DEEPUBLISHER, 2022). 
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3. Unsur unsur perjanjian 

Dari pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdata mengandung 

unsur sebagai berikut : 

1. Perbuatan. Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang 

perjanjian ini lebih tepat jiika diganti dengan kata perbuatan hukum 

atau Tindakan hukum karena perbuatan tersebut membawa akibat 

hukum bagi para pihak yang memperjanjikan; 

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk 

adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak yang 

saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang 

cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan 

hukum; 

3. Mengikatkan dirinya. Didalam perjanjian terdapat unsur janji yang 

diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam 

perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang timbul karena 

kehendaknya sendiri. 

Apabila dilihat dari syarat-syarat perjanjian maka unsur-unsur perjanjian 

terdiri atas 3 jenis yaitu 

1. Unsur essentialia : unsur  yang harus mutlak ada dalam suatu 

perjanjian Dimana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak akan 

dianggap pernah ada. Dapat dilihat pada pasal 1320 KUHPerdata yang 

juga merupakan syarat sahnya suatu perjanjian 
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2. Unsur Naturalia : unsur yang lazim melekat pada perjanjian sekalipun 

unsur ini tidak dimasukkan kedalam perjanjian 

3. Unsur accidentalia : unsur yang secara tegas dan jelas disebutkan 

didalam perjanjian atau dengan kata lain menjadi isi dari suatu 

perjanjian. 

4. Asas-asas hukum perjanjian 

 Berdasarkan teori didalam suatu hukum perjanjian terdapat lima asal 

yang dikenal menurut ilmu hukum perdata 10. Asas tersebut sebagai 

berikut :  

5. Asas kebebasan berkontrak (Freedom of contract) 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. 

6. Asas Konsensualisme (Consensualism) 

Asas konsensualisme dapat disiimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) 

KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian 

adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. 

3. Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) 

Asas kepastian hukum merupakan asas yang berhubungan dengan 

akibat perjanjian dimana hakim sebagai pihak ketiga harus 

                                                           
10 Ibid hlm 7. 
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menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak 

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. 

4. Asas itikad baik (good faith) 

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata 

yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik 

5. Asas kepribadian (personality) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa 

seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya 

untuk kepentiingan perseorangan saja. Dapat dilihat dalam pasal 

1315 dan 1340 KUHPerdata yang menegaskan bahwa pada 

umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau 

perjanjian selain untuk dirinya sendiri.  

 Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan arti dari akta authentik 

yaitu akta di buat dalam bentuk undang-undang oleh/atau dihadapan 

pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat. 

Dalam pasal ini juga dijelaskan bentuk akta ada dua, yaitu akta yang 

dibuat “oleh” notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta 

pejabat” (ambtelijke akten) dan akta yang dibuat “dihadapan” 

notaris atau yang dinamakan “akta partij” (partij akten) 11. 

 

                                                           
11 A. Fitra, R., & Ridhanti, ‘Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Authentik 

Yang Dibuat Oleh Pihak Yang Tidak Sah’, . . JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2.1 (2023), pp. 210–

18. 
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2. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku 

  

Pasal 1 ayat 10 UUPK menyatakan “klausula baku” adalah setiap aturan 

atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan  ditetapkan 

terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam 

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 

konsumen12. Kemudian pada pasal 18 UUPK menjelaskan bahwa : 

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantuman klausula 

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : 

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha 

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli kosumen; 

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala 

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran; 

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

                                                           
12 Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen’, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999, 8, 1999, pp. 1–19 

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>. 
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f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli 

jasa; 

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan 

baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat 

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa 

yang dibelinya; 

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

2) Pelaku usaha dlarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti. 

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

dengan Undang-undang ini.13 

 Berdasarkan beberapa kajian hukum, klausula perjanjian baku ini 

masih sering menjadi kejadian yang mana di satu sisi dengan dalih 

kebebasan para pihak sesuai dengan asas kebebasan untuk membuat 

perjanjian, sedangkan di sisi lain dengan dalih kebebasan yang dimiliki 

                                                           
13 Ibid, hlm.11. 
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secara sepihak oleh pelaku usaha adalah melanggar hak konsumen. 

Walaupun pada dasarnya para pihak mempunyai kebebasan untuk 

membuat perjanjian, tetapi konsep dasar keseimbangan antara pihak-

pihak dalam membuat perjanjian merupakan konsep yang tidak dapat 

ditawar. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Notaris 

 Kedudukan Notaris selain sebagai orang yang mempunyai 

wewenang dalam membuat akta, juga kedudukannya adalah sebagai 

Openbare Ambtenaren atau diterjemahkan secara bebas dalam Pasal 1868 

KU Perdata, yakni selaku Pejabat Umum yang diserahi tugas untuk 

membuat akta otentik guna melayani kepentingan publik. Dalam 

melaksanakan tugasnya Notaris memiliki syarat-syarat dalam jabatannya 

yang telah ditentukan dalam Pasal 3 UUJN, yaitu:14 

1) Warga Negara Indonesia; 

2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3) Berumur paling sedikit 27 tahun; 

4) Sehat jasmani dan rohani; 

5) Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua (S-2) 

Kenotariatan; 

                                                           
14 Undang Undang, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dengan’, Peraturan 

BPK.Go.Id, 1.1 (2009), p. 65. 
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6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 

karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada 

kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi 

Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan 

7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau 

tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang 

untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.  

 Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus 

selalu mengikuti peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral. 

Karena jika Notaris melakukan pelanggaran maka akan sangat 

merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Kenyataan yang terjadi, 

apabila ada suatu akta Notaris yang disengketakan oleh para pihak atau 

pihak ketiga lainnya, maka Notaris juga ditarik sebagai pihak yang ikut 

melakukan atau membantu suatu tindak pidana yaitu membuat atau 

memberikan keterangan palsu dalam suatu akta Notaris 15. Dalam tugas 

pokoknya seorang Notaris harus membuatkan akta otentik yang dimana 

baik telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh 

keinginan dari seorang tertentu yang memerlukan jasa Notaris dan dari 

badan hukum yang memerlukan jasa Notaris 16. Pasal 15 ayat (1) UU 

No. 2 tahun 2014, telah menjelaskan bagaimana kewenangan seorang 

Notaris sebagai berikut: “Notaris berwenang membuat Akta authentik 

                                                           
15 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris), ed. by Aep Gunarsa, cetakan 5 (Refika Aditama, 2018). 
16 Supriadi, Etika & tanggung jawab profesi hukum di Indonesia (Sinar Grafika, 2016) 
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mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta authentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan Akta,menyimpan Akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang - undang”. 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Teori Pertanggungjawaban 

 

Dalam hal ini, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban atas akta terbagi 

menjadi empat, 17 yaitu: 

1) Pertanggungjawaban Notaris Sipil  

 Semua ketentuan yang diatur dalam UUJN mengatur sanksi hanya untuk 

pelanggaran Notaris yang bersifat formal, seperti menerbitkan akta dan tindakan 

lainnya. Namun, Notaris juga harus bertanggung jawab atas isi akta yang 

dikeluarkan olehnya. Dalam yurisdiksi notaris muncul tentang pemberian nasihat 

hukum kepada para pihak (pasal 15 huruf e UUJN). Jika notaris melakukan 

kesalahan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak yang muncul 

sehubungan dengan akta yang diterbitkannya, notaris bertanggung jawab secara 

perdata atas keaslian akta tersebut, apakah ia menerbitkannya atau tidak. 

2) Tanggung jawab Pidana Notaris  

                                                           
17 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cetakan 3 (erlangga, 1992). 
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 Delik adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, 

setelah larangan adalah ancaman, yaitu hukuman dengan bentuk hukuman tertentu 

bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Dikatakan bahwa suatu pelanggaran 

adalah yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang dan jika ada pelanggaran 

terkait larangan tersebut, maka itu disertai dengan hukuman, dalam beberapa 

bentuk kejahatan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai notaris, tindak pidana 

yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam 

kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang mengeluarkan alat-alat 

autentikasi yang ditentukan dalam UUJN. 

3) Tanggung jawab notaris didasarkan pada UUJN Pasal 65 UUJN 

 Notaris bertanggung jawab atas akta yang diterbitkan meskipun protokol 

notaris telah diserahkan kepada penerima protokol. Dalam pasal dijelaskan bahwa 

notaris bertanggung jawab terhadap akta berdasarkan UUJN. 

4) Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Kode Etik  

 Sebagai abdi masyarakat, Notaris dalam menjalankan fungsinya tidak 

terlepas dari etika profesi. Deontologi yang dimaksud di sini adalah kode etik 

notaris yang ada dan dimaksudkan agar notaris benar-benar dapat melaksanakan 

tugasnya dengan profesionalisme, etika dan kompetensi dalam argumentasi yang 

wajar. 

 Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana seorang Notaris menghormati 

aturan serta kode etik profesi yang diberlakukan ketika menjalankan 

kewenangannya. Sehubungan dengan itu, tujuannya untuk melindungi martabat 
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notaris karena jabatan yang dipegang oleh notaris merupakan jabatan yang 

diamanatkan langsung oleh negara .  

 

5. Tinjauan Umum Tentang Asas Kebebasan Berkontrak 

 

 Menurut 18 menyatakan bahwa asas kekebasan berkontrak dapat dianalisis 

dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada 

para pihak untuk (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan 

perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan 

persyaratannya; (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. 

Didalam asas kebebasan berrkontrak terkandung suatu pandangan bahwa orang 

bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapapun ia 

mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas 

menetapkan syarat-syarat perjanjian. 19.  

 Menurut 20 menyimpulkan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak 

yaitu (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) kebebasan 

untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian; (3) kebebasan 

untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya ; (4) kebebasan untuk 

                                                           
18 cit hlm.7. 
19 P. M. Marzuki, ‘Batas-Batas Kebebasan Berkontrak’, Yuridika, 18.3 (2019), pp. 193–294, 

doi:https://doi.org/10.20473/ydk.v18i3.14398. 
20 S.R Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam 

Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, ed. by SAFRIZAR, CETAKAN 3 (PUSTAKA UTAMA 

GRAFITI, 2009). 
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menetapkan objek suatu perjanjian ; (5) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu 

perjanjian ; (6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-

undang yang bersifat opsional.  

 Perkembangan kebebasan berkontrak saat ini muncul adanya ketidakadilan, 

sebab dalam mencapai suatu asas kekebasan berkontrak harus melalui posisi tawar 

yang seimbang. Akan tetapi dalam praktiknya para pihak yang memiliki posisi 

tawar yang lebih tinggi akan memaksakan semua kehendaknya sehingga mereka 

akan memaksakan pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah untuk 

mengikuti kehendaknya dalam membuat isi perjanjian. Dimasa sekarang 

pemerintah sudah mengambil Tindakan dengan membatasi ketentuan asas 

kekebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah melalui perundang-

undangan dan putusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPerdata membatasi asas 

kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya suatu perjanjian yang 

harus dipenuhi yaitu (1) adanya kata sepakat para pihak; (2) kecakapan para pihak 

untuk membuat kontrak ; (3) adanya objek tertentu; dan (4) adanya kausa yang tidak 

bertentangan dengan hukum 21. 

 

6. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 

 

Perjanjian Kredit adalah pihak yang menyediakan uang bagi debitur dan 

memiliki perjanjian kredit antar pihak serta adanya kewajiban membayar hutang 

dengan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, dan menjelaskan bunga yang akan 

                                                           
21 R Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), 

CETAKAN 2 (FH UII PRESS, 2014). 
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diberikan kepada debitur22. Perjanjian kredit dapt berbentuk akta bawah tangan 

yang dibuat sendiri oleh para pihak dan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan 

Pejabat Umum yaitu Notaris.  

Apabila debitur tidak sanggup melunasi hutang pada pihak kreditur 

secara tepat waktu dan telah jatuh tempo (kredit macet). Terdapa dua cara untuk 

melakukan penyelamatan kredit yang pertama meyelesaikan dengan menggunakan 

cara mediasi atau perundingan antara kedua belah pihak yang bersangkutan 

(penyelamatan kredit). Yang kedua denganc ara melakukan bersama lembaga 

hukum seperti PUPN, DJPLN untuk BUMN, dan ada yang menggunakan Badan 

peradilan, arbitrase ataupun badan alternatif penyelesaikan sengketa23. 

G. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

 Jika ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk dalam 

penelitian deskriptif yang menggambarkan permasalahan sebagai objek 

dari penelitian tersebut berdasarkan data yang diperoleh saat penelitian 

di laksanakan24. Permasalahan pada penelitian ini adalah penggunaan 

klasula baku, Perbankan / Bank, dan asas kebebasan berkontrak. 

2. Subjek Penelitian 

Berkenaan dengan subjek penelitian maka pihak-pihak yang akan 

memberikan data pada penelitian ini adalah notaris dalam hal 

                                                           
22 Vika Oktaviyani dan Devi Siti Hamzah Marpaung, Pernana Hukum Terhadap Perjanjian Kredri 

dalam jaminan hak tanggungan, Jurbal Kertha Semaya, Vol. 9 nomor 9 tahun 2021, hlm. 1630. 
23 Ibid., hlm. 1631. 
24 Zainal Amiruddin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi), cetakan 10 

(rajawali press, 2018). 
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pertanggungjawaban notaris terhadap perjanjian kredit yang sudah 

dibuat. 

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum 

 Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data 

diperoleh dari sudut pandang lain melalui bahan Pustaka atau disajikan 

dalam bentuk buku - buku, dokumen ataupun jurnal yang ada. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian bahan hukum ini yaitu teknik telaah 

Pustaka (study document). Sumber data penelitian yang digunakan ini 

adalah sumber data yanng terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

      Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum 

nasional yang diurutkan berdasarkan hierarki, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer) 

3. Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang – Undang 

nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris 

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan; 

5. Kode Etik Profesi Notaris; 

      Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan dengan 

tujuan untuk memperkuat bahan hukum primer. Pada penelitian ini meliputi 

sumber hukum yang tidak mengikat, tetapi berisi terkait penjelasan bahan 

hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para 

pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu yang berupa buku-buku, 
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kepustakaan hukum yang berlaku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. 

      Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang digunakan dan 

bertujuan untuk memperkuat bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini 

meliputi sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Pada penjelasan ini berupa Wawancara, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, serta Kamus Inggris-

Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data 

 Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini 

dilaksankan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji 

berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-

undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian 

hukum, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.  

 Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode 

penelitian hukum normatif (doctrinal). Jenis penelitian hukum normatif 

adalah penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif sangat 

sering dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 

Dalam penelitian hukum normatif, cara yang dilakukan dalam proses 

pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara penelitian kepustakaan 

yakni dengan cara melakukan penelusuran terhadap buku-buku, perundang-
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undangan, karya ilmiah, maupun doktrin para pakar hukum yang ada. 

 Pengolahan data ini merupakan pengolahan data secara non-

statistik. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif . Hal ini 

berdasarkan bahwa penelitian normatif yang menitikberatkan pada library 

research, sehingga menelaah berbagai literatur yang terkait. Penelitian ini 

menelaah berbagai literatur yangterkait terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, 

media massa, dan sumber internet serta referensi lain yang relevan yang 

berkaitan dengan penelitian tesis ini. 

5. Pendekatan Penelitian 

 Pada metode penelitian, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus 25. Sesuai 

dengan jenis dan sumber data yang sudah diterapkan, dalam penelitian ini 

menggunakan dua  pendekatan dalam melakukan pengumpulan data yaitu 

pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasus 

(case approach). 

6. Analisis Penelitian  

  Untuk membedah persoalan dalam penelitian ini maka akan digunakan 2 

(dua) teori yang dianggap lebih tepat antara lain: 

1. Teori tanggung jawab hukum 

 Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk 

melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang 

dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung 

                                                           
25 (cit hlm.19) 
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jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitasi dalam penerapan 

kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan 

kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap 

penggunaan hak baik yang dilakukan secarai tidak memadai maupun yang 

dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan 

pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan 26.  

 Selanjutnya Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti 

kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal 

yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang 

mungkin ditimbulkannya 27. Konsep tanggung jawab hukum berhubungan erat 

pada konsep hak serta kewajiban. Konsep hak ialah konsep yang 

menitikberatkan kepada definisi hak yang berpasangan dengan definisi 

kewajiban. Disebutkan bahwasanya hak dalam diri individu selalu terkait 

dengan kewajiban terhadap individu lain. Suatu konsep yang berkaitan pada 

konsep kewajiban hukum ialah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) 

hukum. Bahwasanya individu bertanggung jawab secara hukum terhadap 

perbuatan tertentu atau bahwasanya ia menanggung tanggung jawab hukum, 

artinya ia bertanggung jawab terhadap suatu sanksi jika perbuatannya 

berlawanan pada peraturan yang berlaku.  

 Hans Kelsen mengungkapkan mengenai tanggung jawab hukum dimana ia 

mengungkapkan bahwasanya “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas 

                                                           
26 Julista Mustamu, ‘PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH (Kajian Tentang 

Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)’, Sasi, 20.2 (2014), p. 21, 

doi:10.47268/sasi.v20i2.323. 
27 Sugeng Istanto, Hukum Internasional (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994). 
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suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, 

subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan” 28 

2. Teori Kepastian Hukum 

Jan Michiel Otto dalam 29 mengartikan kepastian hukum selaku 

kemungkinan bahwasanya pada kondisi tertentu yaitu : 

a. Terdapat sejumlah aturan jelas (jernih), konsisten serta mudah didapatkan, 

dikeluarkan oleh serta diakui karena (kekuasaan) negara. 

b. Sejumlah lembaga penguasa (pemerintah) mengaplikasikan sejumlah aturan 

hukum tersebut dengan konsisten, tunduk serta taat kepadanya. 

c. Warga secara prinsip menyesuaikan perilakunya atas sejumlah aturan 

tersebut. 

d.  Hakim (peradilan) yang mandiri serta tak berpikir mengaplikasikan sejumlah 

aturan hukum itu dengan konsisten ketika mereka menyelesaikan sengketa 

hukum. 

e.   Keputusan peradilan secara konkrit dijalankan 

    Kemudian Peran Notaris pada pembuatan serta penerbitan perjanjian kredit 

ke pihak kreditur serta pihak debitur diharap bisa memberi kepastian hukum 

untuk sejumlah pihak yang menjalankan perjanjian kredit tersebut. 

Sehingga tanggung jawab Notaris selaku pejabat publik dalam upaya guna 

merealisasikan kepastian hukum atas perjanjian kredit bisa berjalan dengan 

                                                           
28 Noviyanti Wulandari Sitepu, ‘Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information 

Technology and Communiccation’, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 4.2 

(2020), pp. 117–33, doi:10.35308/jic.v4i2.2693. 
29 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Rajawali Press, 2011). 
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baik menurut kaidah, etika serta aturan perundang-undangan yang berlaku 

30. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 L. Maulidiana, L., Renaldy, R., Amelia, T., & Vebriani, ‘TANGGUNG JAWAB NOTARIS 

TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA 

BAKU’, Jurnal Hukum Malahayati, 1.1 (2020), doi:https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3750. 
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BAB II  

KAJIAN TENTANG NOTARIS, AKTA-AKTA NOTARIS, AKTA-AKTA 

PERJANJIAN KREDIT 

 

A. KAJIAN TENTANG NOTARIS 

1. Notaris dan Jabatan Notaris 

 

Notaris berasa dari bahasa latin dengan kata Notarius yang artinya nama 

yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan 

menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu31. Ketentuan tentang 

Notaris awalnya diatur dalam Reglement of Het Notaris Ambt In Netherlandsc 

(Staatblaad tahun 1860 Nomor 3) namun kini pengaturan mengenai Notaris di 

Indonesia telah memiliki Undang-Undang tersendiri hingga mengalami perubahan. 

Menurut pasal 1 Ord, Stbl 1860, Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-

satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, 

perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-

undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu 

dinyatakan dalam surat otentik, menjamin grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) 

dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu 

atau dikususkan kepada pebajat-pejabat atau orang-orang lain32.  

Peraturan tentang Notaris di Indonesia diatur pada Undang-undang 

Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-udang nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini telah mengalami 

perubahan dan pembaharuan dimana yang terakhir adalah undang-undang nomor 2 

                                                           
31 Teddy Evert Donnald, M, Khiodin dan Ivida Dewi Amrin Suci, Hukum Kenotariatan Prinsip 

kepastian hukum mengikat Akta in Originali, (Yogyakarta : Laksbang Puskata, 2023), hlm. 30.  
32 Ibid., hlm. 31. 
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tahun 2014 tentang jabatan notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya. Notaris merupakan Pejabat Negara yang berperan penting dalam 

pembuatan akta Otentik dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang 

tertuang dalam aturan perundang-undangan. Sebagai pejabat umum yang bertugas 

membuat Akta Otentik, Notaris memiliki sejumlah tugas yang teliti dan rinci agar 

akta yang dibuat memiliki beban pembuktian yang kuat.  

Notaris sebagai Pejabat umum yang membuat akta otentik memiliki 

kewenangan berupa membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian 

dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan akta, memberikan 

gorsse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak 

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang33. Kewenangan Notaris terkait dengan Akta 

sangat rinci dan kompleks, demikian pula karena jabatannya sebagai Notaris maka 

seluruh tindakannya diatur oleh undang-undang termasuk apa saja yang wajib 

dilakukan dan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris.  

                                                           
33 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 

nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  
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Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Pemerintah namun tidak mendapat gaji dari pemerintah. Notaris 

bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan 

jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiunan dari pemerintah, 

akan tetapi Notaris memperoleh honorarium dari kliennya34. Notaris diatur oleh 

undang-undang dalam menjalankan profesinya namun terkait dengan Honorarium 

Notaris diberikan kebebasan atas hal tersebut.  

Kewajiban Notaris dalam menjalankan profesinya diatur dalam pasal 16 

UU Jabatan notaris diataranya adalah sebagai berikut: 

1. Notaris wajib untuk bertindak jujur, amanah, teliti, Mandiri, tidak 

berphak dan menjaga kepentingan para pihak dalam hal perbuatan 

hukum yang dilakukan; 

2. Notaris Wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan 

Menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris; 

3. Notaris juga wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jadi 

penghadap pada minuta akta; 

4. Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan 

Akta berdasarkan Minuta Akta; 

                                                           
34 Abdul Ghoruf Ansori, lembaga Kenotariatan indonesia dalam Teddy Evert Donnal, M. Khiodin 

dan Ivida Dewi Amrih Suci, Ibid., hlm. 33.  
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5. Notaris wajib menjaga kerahasiaan mengenai Akta yang dibuatnya 

dan segala hal tentang keterangan yang diperoleh untuk pembuatan 

akta; 

6. Notaris wajib menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 

buku yang membuat tidak lebih dari 50 akta, apabila jumlah akta 

tidak mudah dalam satu buku maka dapat dibuat lebih dari satu buku 

dengan mencatatan jumlah minuta akta, bulan, tahun pembuatannya 

dalam samul di setiap buku; 

7. Notaris wajib membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau 

tidak diterimanya surat berharga; 

8. Notaris wajib membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat 

menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; 

9. Notaris wajib mengirim daftar akta wasiat tersebut ke pusat daftar 

wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah 

di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap 

bulan berikutnya; 

10. Notaris wajib mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar 

wasiat pada setiap akhir bulan; 

11. Notaris wajib memunyai cap atau stempel yang memuat lambang 

Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya 

dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 

12. Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan 

dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang 
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saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan 

ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap, saksi dan Notaris; 

13. Notaris Wajib menerima magang calon Notaris. 

Kewajiban Notaris dalam menjalankan profesinya membuat Akta 

Otentik salah satunya adalah dengan membacakan akta dihadapan penghadap. 

Penghadap yang dimkasud adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuat 

perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik. Ketentuan mengenai pembacaan 

Akta tersebut jelas dan rinci dan merupakan sebuah kewajiban, dalam artian 

kewajiban notaris ini mengandung arti para pihak yang menghadap menyepakati 

klausula demi klausula yang tertuang dalam akta tanpa ada paksaan. Selain itu harus 

ada dua orang saksi yang menyaksikan dibuatnya Akta tersebut sebagai bentuk dari 

pembuktian atas dibuatnya akta otentik oleh Notaris.  

Selain daripada kewajiban Notaris dalam menjalankan profesinya, 

Notaris juga dilarang melakukan beberapa hal sebagaimana diatur dalam pasal 17 

UU Jabatan Notaris sebagai berikut: 

1. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 

2. Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 

(tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

3. Merangkap sebagai pegawai negeri; 

4. Merangkap sebagai pejabat negara; 

5. Merangkap jabatan sebagai advokat; 

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; 
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7. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau 

pejabar lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris; 

8. Menjadi Notaris pengganti; atau 

9. Melakukan pekerjaan lain dengan yang bertentangan dengan norma 

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat 

mempengaruhikehormatan dan martabat jabatan Notaris. 

Kewajiban yang harus dilakukan notaris maupun larangan yang tidak 

boleh dilakukan oleh Notaris berdampak pada sanksi yang terdiri dari Peringatan 

tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau 

pemberhentian dengan tidak hormat. Akta yang dibuat oleh Notaris juga diatur 

dalam undang-undang jabatan Notaris, salah satunya adalah badan Akta yang 

membuat tentang identitas para pihak (nama lengkap, tempat tanggal lahir, 

kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap 

dan/atau orang yang mereka wakili), keterangan tentang kedudukan bertindak 

penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan, berisi juga nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, 

jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal35. 

Pasal 38 ayat (3) huruf c  UU Jabatan Notaris tersebut menyatakan dalam 

membuat akta maka isi akta merupakan kehendak para pihak yang berkepentingan, 

dalam arti para pihak sepakat untuk membuat ketentuan tersebut. Notaris dalam hal 

ini menuangkan akta sesuai kesepakatan para pihak dimana kedudukan pihak satu 

                                                           
35 Pasal 38 ayat (3) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.  
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dengan yang lainnya berimbang, atau sama-sama sepakat dan tidak ada yang 

dirugikan.  

2. Kode Etik Notaris 

Notaris sebagai Pejabat umum dalam menjalankan profesinya tunduk 

pada peraturan perundang-udangan dan kode etik Notaris. Notaris sebagai 

profesional diatur pula kode etik dalam menjalankan profesinya agar berjalan pada 

batasan-batasan yang sesuai aturan dan tidak merugikan orang lain. Kode etik 

Notaris dibuat oleh Perkumpulan yang dinamai Ikatan Notaris Indonesia dalam 

sebuah kongres. Kode etik tersebut mengikat Notaris yang aktif dalam menjalankan 

profesinya. Kode Etik Notaris berisi tentang Kewajiban yang harus dilakukan oleh 

Notaris, Larangan yang tidak boleh dilakukan juga sanksi apabila Notaris 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan.  

Kode Etik Preofesi Notaris lebih banyak mengatur tentang sikap Notaris 

untuk menjaga kehormatan profesi dan perkumpulan. Kewajiban Notaris terkait 

denga Akta tertuang dalam pasal 3 angka 18 yang menyatakan, Notaris wajib 

membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan 

perundangan, khususnya undang-undang tentang jabatan notaris dan Kode etik. 

Tidak terdapat kewajiban khusus dalam Kode Etik Notaris mengenai Akta yang 

dibuat oleh Notaris, artinya aturan mengenai akta ikut pada peraturan dalam 

Undang-Undang jabatan Notaris. Larangan Untuk Notaris dalam Kode Etik Notaris 

terdapat pada pasal 4 namun yang berkaitan dengan Akta terdapat pada pasal 4 

angka 5, angka 8, angka 16 dan angka 17. Pasal 4 angka 5 berisi tentang, Notaris 

dilarang menandatangani Akta yang prorses pembuatannya telah dipersiapkan oleh 

pihak lain. Pada pasal ini mengandung arti Notaris tidak boleh menerima isi akta 



 
 

41 
 
 

yang telah dipersiapkan oleh pihak lain agar seolah dibuat oleh Notaris tersebut. 

Akta-Akta yang dibuat harus dibuat oleh Notaris sesuai dengan kesepakatan para 

pihak bukan ditentukan oleh salah satu pihak. 

Pasal 4 angka 8 memberikan ketentuan berupa Notaris dilarang 

melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang 

diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien 

tersebut membuat akta padanya. Notaris harus memberikan kebebasan pada klien 

atau calin klien untuk membuat akta sesuai dengan yang dikehendakinya. Pasal 4 

angka 16 mengatur tentang Notaris dilarang membuat akta melebihi batas 

kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan kehormatan, sedangkan 

pasal 4 angka 17 mengatur Notaris dilarang mengikuti pelelangan untuk 

mendapatkan pekerjaan/pembuatan Akta. 

Apabila terjadi pelanggaran Kode etik oleh Notaris, maka Kode etik 

Notaris ditegakkan oleh tiga tingkatan majelis pengawas Notaris. Majelis 

Pengawan tersebut terdiri dari : 

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah suatu badan 

yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di 

daerah (tingkat Kabupaten / kota) yang telah ditentukan 

berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah kemetrian 

Hukum dan HAM. Kewenangan MPD terdapat pada pasal 29 dan 

30 PP 16/2021. 
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b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris adalah suatu badan 

yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Nitaris di 

wilayah (tingkat provinsi) yang telah ditentukan berdasarkan 

Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum 

Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI dan diangkat oleh 

Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibu 

kota provinsi. Keweangan MPW terdapat pada pasal 31 (1) dan 

32 PP 16/21. 

c. Majelis Pengawas Pusat diangkat oleh menteri dan berkedudukan 

di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keweangan 

MPP terdapat pada pasal 33 dan 34 PP 16/2136. 

Sanksi yang dikenakan terhadap Notaris terdapat pada pasal 6 Kode Etik 

Profesi Notaris dengan ketentuan, a. Teguran; b. Peringatan, c. Pemberhentian 

sementara dari keanggotaan perkumpulan, d. Pemberhentian dengan hormat dari 

keanggotaan perkumpulan, e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari 

keanggotaan perkumpulan. Penegakan Kode etik ini terdapat dua tingkat yaitu 

tingkat pertama dan tingkat banding. Penegakan Kode Etik Notaris pada tingkat 

pertama, setelah ada pemberitahuan telah terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris 

disertai bukti, maka dalam waktu 14 hari harus dipanggil Notaris yang 

bersangkutan, apabila tidak hadir maka dipanggil untuk kedua kalinya dengan 

                                                           
36 Abednegi Ozora, Chika Takeisha Oermana, Ekklesia Nauly, Elisabeth Ryanthie Maya Puteri, 

jennifer Eve, Nathania Boenni, Slamet Riyadi, Priskila Ginting, Analisis Kode Etik dalam 

menjalankan profesi, Jurnal pengabdian West Science Vol. 02, No.Agustus 2023, PP 661-673, hlm. 

667-668.  
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durasi waktu 14 hari, pada panggilan kedua apabila masih tidak hadir maka 

dilayangkan panggilan terakhir dengan jangka waktu 14 hari juga. Apabila Notaris 

terduga pelaku pelanggaran kode etik tidak hadir setelah panggilan ketiga, maka 

sidang kode etik tepat berjalan. Dewan kehormatan yang memeriksa harus 

memberikan keputusan terhadap pelanggaran kode etik tersebut selambat-

lambatnya 30 hari sejak sidang terakhir37.  

Notaris terduga yang merasa tidak melakukan pelanggaran kode etik 

dapat mengajukan banding atas keputusan yang telah dikirimkan kepada Pengurus 

Daerah dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima surat keputusan penjatuhan 

sanski dari Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan kehormatan Wilayah. 

Permohonan banding tersebut dikirim kepada Dewan kehormatan Pusat dalam 

waktu 14 hari dan ditembuskan kepada Pengurus dan pengawan baik tingkat daerah 

atau tingkat pusat. Dewan kehormatan yang menjatuhkan sanksi sebelumnya 

mengirim salinan keputusan beserta berkas pemeriksaan pada Dewan Kehormatan 

Pusat. Dewan kehormatan pusat akan melakukan pemanggilan pada yang 

bersangkutan selama 14 hari untuk mendengarkan pembelaannya. Notaris yang 

bersangkuatn hadir ataupun tidak hadir dalam pemanggilan tersebut, Dewan 

kehormatan Pusat akan tetap memberikan keputusan 30 hari sejak sidang terakhir. 

Apabila yang bersangkutan terbukti dan dikenai sanksi maka keputusan tersebut 

segera diberitahukan kepada Pengurus pusat, pengurus wilayah, dewan kehormatan 

wilayah, pengurus daerah dan dewan kehormatan daerah38. 

                                                           
37 Berdasarkan pasal 9 Kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang 

diselenggarakan di banten, 29-30 Mei 2015. 
38 Berdasarkan pasal 10 Kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang 

diselenggarakan di banten, 29-30 Mei 2015 
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Notaris sebagai Pejabat Umum tunduk Notaris pada aturan perundnag-

undangan dan juga kode etik, hal ini dilakukan agar dalam menjalankan profesinya 

Notaris tetap berprinsip pada kebenaran dan menjunjung tinggi kehormatan profesi. 

Notaris tidak dapat bekerja tanpa memperhatikan batasan-batasan yang dibuat oleh 

Pemerintah maupun yang telah disepakati dalam perkumpulan. Sehingga produk 

daripada Notaris salah satunya adalah Akta, adalah produk yang dibuat dengan 

memperhatikan peraturan juga dibuat dengan sebenar-benarnya.  

3. Tanggung Jawab Notaris 

Notaris dalam menjalankan profesinya mengemban tanggung jawab 

hukum yang berat terkait dengan akta-akta yang dibuat juga terkait dengan 

prosedutr pembuatan Akta tersebut. Produk hukum notaris yang utama adalah Akta, 

dimana Akta tersebut berisikan perikatan antara satu orang atau lebih terhadap yang 

lainnya akan hal sesuatu. Dalam Hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi 

menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban 

atas dasar kesalahan (liability  based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa 

kesalahan (liability without based on fault) atau disebut juga tanggung jawab 

mutlak.pertanggungjaaban atas dasr kesalahan mengandung arti seseorang harus 

bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. 

Sedangkan tanggung jawab tanpa kesalahan bahwa konsumen penggugat tidak 

diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai 

resiko usahanya. Teori Tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi 

menjadi dua hal yaitu: 

a. Tanggungawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah 
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melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan 

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 

mengakibatkan kerugian. 

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (intermingled)39. 

Apabila Teori Tanggung jawab hukum tersebut dihubungkan dengan 

Jabatan Notaris sebagai pejabat umum, maka sebagaimana UU  Jabatan Notaris 

maka tanggung jawab hukum tersebut melekat pada setiap Notaris. Tanggung 

jawab hukum yang melekat pada Notaris tersebut secara garis besar terdapat tiga 

hal sebagaimana berikut: 

a. Pertanggungjawaban Administrasi Notaris. 

Notaris bertanggung jawab atas administrasi sebuah akta baik itu 

dalam proses pembuatannya ataupun prosedur yang harus dilakukan 

notaris. Dalam UU jabatan notaris, seorang Notaris selain membuat 

Akta juga bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan 

mengesahkan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang 

dibuat dibawah tangan. Tanggungjawab administrasi Notaris akan 

                                                           
39 Maulana Praditya, Tanggungjawab Hukum Notaris terhadap Akta Yang dibuat tanpa menghadap 

para Pihak), Jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram: 2020, hlm., 4-5.  
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muncul ketika kewajiban-kewajiban notaris tidak diindahkan 

sebagaimana mestinya40. 

b. Pertanggungjawaban Perdata Notaris 

Tugas Notaris yang utama adalah membuat Akta yang telah 

disepakati oleh para Pihak yang menghadap padanya. Akta yang 

dibuat oleh Notaris tersebut akan berdampak pada perbuatan hukum 

bagi para pihak yang tertuang dalam akta tersebut. Apabila Akta yang 

dibuat oleh Notaris tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

mengandung unsur melawan hukum, maka Notaris ikut mengemban 

tanggung jawab hukum. Pihak yang dirugikan atas adanya Akta 

tersebut dan menerima kerugian maka Notaris dapat digugat di 

pengadilan. Pertanggungjawaban perdata erat kaitannya dengan 

perbuatan mewalan hukum dan penggantian kerugian akibat 

perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Kitab Undang-Undang 

Hukum perdata yang merupakan kiblat Hukum Perdata di Indonesia, 

yang berkenaan dengan perbuatan mewalan hukum, mengatur 

kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan 

melawan hukum dengan dua pendekatan yaitu ganti rugi umum dan 

ganti rugi khusus41. Akta Notaris yang dinilai menimbulkan kerugian 

bagi para pihak atau pihak lain yang terkait bisa dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum untuk itu tanggung jawab perdata 

                                                           
40 Nia Richmah Savitri dan M. Saleh, Model Tanggungjawab Hukum Mnotaris terhadap 

Pelanggaran Undang-Undang jabatan Notaris, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 6 Nomor 

3, Agustsu 2022 terakreditasi Sinta 3, hlm. 1489. 
41 Ibid., hlm. 1490. 
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yaitu mengganti kerugian menjadi salah satu yang harus diemban 

oleh Notaris. 

c. Pertanggungajwaban Pidana Notaris 

Tanggungjawab Pidana Notaris dalam membuat akta tidak tertuang 

dalam UU Jabatan Notaris, namun terdapat beberapa tindak pidana 

yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya antara lain: 

1. Tindak Pindana pemalsuan Surat sebagaimana yang terdapat 

dalam pasal 263 ayat (1), ayat (2) dan pasal 264, 266 KUHP; 

2. Tindak Pidana penggelapan sebagaimana yang terdapat dalam 

pasal 372 KUHP; 

3. Tindak pidana tentang penipuan sebagaimana yang terdapat 

dalam pasal 378 KUHP42. 

Apabila dalam menjalankan profesinya Notaris melakukan tindak 

pidana tersebut diatas, maka tanggung jawab pidana dapat dikenakan 

pada Notaris yang melakukannya. 

Notaris dalam bertindak dikenai tiga tanggungjawab secara umum yaitu 

Tanggung jawab Administrasi yang hubungannya dengan Administrasi pembuatan 

akta dan surat-surat. Sanksi yang dikenakan atas tanggungjawab Administrasi yaitu 

sanksi admininistrasi berupa sanksi teguran lisan, terguran tertulis pemberhentian 

sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. 

Tanggung jawab perdata pada Notaris terjadi apabila Akta yang dibuat Notaris 

menimbulkan kerugian bagi para pihak yang menghadapnya atau pihak ketiga yang 

                                                           
42 Ibid., hlm. 1491. 
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terkait dengan Akta tersebut, maka Tanggung jawab Perdata yang harus dikenakan 

pada Notaris adalah ganti rugi. Tanggung jawab Pidana muncul ketika Notaris 

melakukan tindak pidana dalam membuat Akta dan sanksi yang dikenakan adalah 

sanski pidana berupa penjara, kurungan atau sanksi pidana sebagaimana dalam 

KUHP.  

B. Kajian tentang Akta-Akta yang dibuat dihadapan Notaris 

 

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh 

seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti 

dalam proses hukum43. Sebuah akta dibuat dan melekat beban pembuktian 

didalamnya, para pihak atau orang lain yang terkait dengan isi akta tersebut bisa 

menjadikan akta sebagai bukti bahwa peristiwa hukum telah terjadi. Terdapat 3 

jenis kekuatan pembuktian dari alat bukti berupa akta diantaranya: 

1. Kekuatan pembuktian ekstern; 

2. Kekuatan pembuktian formal; 

3. Kekuatan pembuktian material44. 

Akta pada pasal 1867 KUHPerdata dibagi menjadi dua yaitu Akta 

Otentik dan Akta dibawah tangan. Kategori Akta ini berdasarkan beberapa cara 

pembedanya antara lain berdasarkan cara pembuatan yaitu Akta Otentik dan Akta 

dibawah tangan. Akta Otentik diatur dalam palsa 1868 KUHperdata dan pasal 165 

HIR yang dimaksud dengan akta otentik terdapat tiga persyaratan yaitu: 

                                                           
43 Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum, 

(Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2010), hlm. 6. 
44 Paulus J Soepratignja, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, (Yogyakarta:Penerbit UNIversitas Atma 

Jaya Yogyakarta, 2007), hlm. 16.  
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1. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; 

2. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; 

3. Pejabat umum yang oleh siapa pembuatan akta ditangani, harus 

memiliki kewenangan untuk itu di tempat dimana akta dibuat45. 

Syarat-syarat sebuah akta dikatakan otentik diatas bersifat kumulatif, 

dalam artian harus ketiga-tiganya memenuhi pembuatan suatu akta dan tidak dapat 

hanya terpenuhi satu syarat atau dua syarat saja.  

Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriyah, kekuatan 

pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Akta otentik memiliki 

kekuatan pembuktian lahiriyah dalam arti siapa yang mempersoalkan sebuah akta 

maka dia memiliki beban pembuktian terhadap protes atas akta otentik tersebut. 

Akta Otentik nyata adanya dan berisikan peristiwa hukum yang mengikat bagi para 

pihak yang bertanda tangan maupun yang terkait dengan isi Akta.  Akta Otentik 

juga memiliki kekuatan pembuktian formil yang artinya akta tersebut membuktikan 

kebenaran dari tindakan dan perbuatan pejabat yang dituangkan dalam akta 

otentik46. Kekuatan formil akta otentik ini menunjukkan bahwa sebuah akta telah 

dibuat dengan benar sesuai undang-undang dimana tanggal, tempat akta dibuat dan 

tanda tangan pejabat mendapatkan validitas yang baik.  

Akta Otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sifatnya materiil 

yaitu terletak pada kebenaran isi akta tersebut. Pada akta pejabat yang menerangkan 

sesuatu dari apa yang dilihat dan diperbuat berdasarkan permintaan dari pihak-

                                                           
45 Ibid., hlm. 17 
46 Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 

2010), hlm. 32.  
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pihak yang berkepentingan, maka keterangan pejabat tersebut dijamin kepastian 

kebenarannya47. Apabila kebenaran isi akta otentik tersebut disanggah oleh pihak 

lain, maka pihak tersebut yang memiliki kewajiban untuk membuktikan sebaliknya. 

Maka untuk itu Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat / Notaris 

sejatinya tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan kecuali ada sanggahan dan bukti 

yang sangat kuat.  

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 702K/Sip/1973 tanggal 

5 September 1973 menyatakan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatat atau 

menulis apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para penghadap. Tidak ada 

kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apakah yang 

dikemukakan para penghadap tersebut benar atau tidak48. Akta yang mengandung 

kebohongan atau fakta yang tidak benar, kesalahannya secara materiil tidak dapat 

dibebankan pada Notaris melainkan pada pihak yang menghadap.  Berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka dapat disimpulkan terkait dengan 

kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Otentik yaitu: 

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan oleh Hakim (Pengadilan). 

2. Fungsi Notarus hanya mencatatkan atau menulis atau menuangkan 

apa yang dikehendaki oleh para penghadap ke dalam aktanya. Notaris 

hanya mengkonstatir apa yang dikemukakan pada penghadap untuk 

ditulis dalam akta yang dibuatnya. 

                                                           
47 Loc.Cit. 
48 Habib Adjie dalam Husni Thamrin, Ibid., hlm 33. 
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3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara metariil 

kebenaran pernyataan atau apapun yang dikemukakan pada 

penghadap kepadanya. Apabila terbukti bahwa pernyataan yang 

disampaikan oleh penghadap palsu atau keliru, maka hal itu tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris, tetapi kepada 

penghadap yang menyampaikan keterangan atau pernyataan 

tersebut49. 

Akta dibawah tangan diatur pada pasal 1874 ayat (1) KUHPerdata dan 

pasal 286 RBg yaitu Akta yang ditandatangani dibawah tangan dan yang dibuat 

tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta dibawah tangan adalah akta yang 

dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat atau Notaris. Beban pembuktian 

atas akta dibawah tangan sama dengan akta otentik sepanjang tidak ada pihak yang 

menyangkal atas akta tersebut. Akta dibawah tangan dapat menjadi bukti yang kuat 

bila diakui oleh para pihak, dan akta tersebut dinilai asli dari tanda tangan pada 

pihak hingga isi akta. Beban pembuktian pada akta dibawah tangan berada pada 

pihak yang menggunakan akta tersebut, sedangkan akta otentik pembuktiannya 

pada pihak yang menyangkal atas kebenaran akta tersebut.  

Akta dibawah tangan memang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa 

melihatkan pejabat pembuat akta seperti Notaris. Namun Akta dibawah tangan ini 

dapat dimintakan legalisasi dan Waarmerking oleh Notaris yang ditunjuk oleh para 

pihak. Pasla 15 ayat (2)  huruf a UU Jabatan Notaris menyatakan, Notaris 

                                                           
49 Ibid., hlm. 34. 
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berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.  

Legalisasi merupakan proses dimana para pihak membuat akta dibawah 

tangan kemudian menandatanganinya di hadapan notaris, sehingga tanggal 

penandatangan dokumen sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Legalisasi ini 

Notaris menjamin keabsahan dari tanda tangan para pihak yang terlibat. Sedangkan 

waarmerking adalah tindakan Notaris yang melakukan pembuktian atas akta 

dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak terkait50.  Notaris tidak menjamin 

keabsahan tanda tangan pada Waarmerking karena tidak ditanda-tangani di hadapan 

Notaris. Sehingga tanggal penandatanganan dan pendaftaran pada buku khusus 

berbeda. Untuk itu beban pembuktian pada Waarmerking dan Legalisasi tidak 

cukup kuat karena kebenaran isi hanya diketahui oleh para pihak saja.  

Akta-Akta lain diantaranya adalah Partij Acte atau Akta Para Pihak dan 

Ambtelijk Acte atau Akta Pejabat atau process verbaal Acte. Partij Akta atau Akta 

para Pihak adalah Akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang 

berkepentingan51. Sedangkan Akta pejabat adalah Akta yang dibuat oleh pejabat 

yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa 

yang dilihat dan apa yang dilakukan52. 

Akta-Akta yang dibuat Notaris yang paling utama adalah Akta otentik 

karena Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas dan berwenang untuk 

                                                           
50 Willa Wahyuni, Perbedaan Akta Notaris, legalisasi dan Warrmerking, 19 Juni 2023, Hukumonlie, 

diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-akta-notaris--legalisasi-dan-

waarmerking-lt649035f574ede/ pada tanggal 10 Mei 2025. 
51 R. Soeroso, Op.Cit., hlm. 8 
52 Ibid. Hlm. 9 

https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-akta-notaris--legalisasi-dan-waarmerking-lt649035f574ede/
https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-akta-notaris--legalisasi-dan-waarmerking-lt649035f574ede/
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membuatnya. Namun terhadap akta dibawah tangan dapat pula diajukan pada 

Notaris untuk proses legalisasi ataupun Waarmerking, meskipun kekuatan 

pembuktiannya akan berbeda dengan akta otentik.  

 

C. Kajian tentang Akta-Akta Perjanjian Kredit 

 

Bank merupakan lembaga pembiayaan yang memiliki tugas untuk 

menghimpun dana dari pihak lain dan juga menyalurkan dana tersebut kepada pihak 

lainnya lagi. Kegiatan bank secara umum dibagi menjadi dua yaitu menghimpun 

Dana (funding) dan dan menyalurkan dana ke masyarakat (landing). Kegiatan bank 

dalam menghimpun dana dari masyarakat antara lain dalam bentuk: 

1) Simpanan Giro (demand deposit) 

2) Simpanan tabungan (saving deposit) 

3) Simpanan deposito (Time deposit). 

Sedangkan kegiatan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat (landing) dapat 

berbentuk sebagai berikut: 

1) Kredit investasi 

2) Kredit modal kerja 

3) Kredit perdagangan53. 

Salah satu kegiatan bank yang rutin dilakukan demi menjaga kesehatan 

bank adalah dengan menyalurkan dana pada masyarakat agar dapat dikelola dan 

mendapatkan keuntungan oleh kedua belah pihak. Kegiatan menyalurkan dana pada 

                                                           
53 Dadang Husen Sobana, Hukum Perbankan di Indonesoa, (Bandung:Penerbit Pustaka Setia 

bandung, 2016), hlm. 55. 



 
 

54 
 
 

masyarakat tersebut salah satunya adanya dengan pemberian kredit dengan macam-

macam jenis kredit seperti di atas. Kredit yang diberikan bank pada masyarakat atau 

disebut juga nasabah dituangkan dalam sebuah perjanjian dengan jangka waktu 

tertentu disertai dengan bunga dan denda.  

Undang-Undang Perbankan tidak mengatur tentang bentuk-bentuk akta 

perjanjian kredit dalam bentuk notariil atau dibawah tangan. Namun untuk jaminan 

kredit dengan jumlah yang terlalu besar dengan jaminan berupa hak atas tanah 

biasanya berbentuk akta notariil dan juga terdapat hak tanggungan. Perjanjian kredit 

yang berbentuk akta notariil dan terdapat Akta Pemberian Hak tanggungan 

memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat apabila di kemudian hari terdapat 

kegagalan kredit dari nasabah. 

Secara yuridis formal menurut Budi Untung perjanjian kredit yang 

digunakan bank dalam memberikan kreditnya pada debitur sebagai berikut: 

1) Perjanjian / pengikatan kredit di bawah tangan atau akta dibawah 

tangan. Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah 

perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang 

dibuat hanya di antara bank dan debitur tanpa notaris. Lazimnya 

penandatangan akta perjanjian kredit, saksi tidak turut serta 

membubuhkan tanda tangannya karena saksi merupakan salah satu 

alat pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan. 

2) Perjanjian/ pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris 

(Akta Notariil) atau akta otentik. Yang dimaksud dengan akta 

perjnanian kredit bank notariil (otentik)  adalah perjanjian pemberian 
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kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di 

hadapan Notaris54. 

Sehingga dapat disimpulkan bentuk dari perjanjian kredit dapat berupa 

akta notariil dan akta di bawah tangan yang dibuat oleh bank dan nasabah sebagai 

para pihak saja. Akta perjanjiain kredit secara notariil memiliki kekuatan 

pembuktian lebih kuat dibanding dengan akta perjanjian kredit di bawah tangan. 

Kelebihan dari Akta perjanjian kredit secara notariil terdapat pada grosse akta yang 

dipersamakan dengan putusan pengadilan, sehingga memiliki nilai eksekutorial.  

Akta Perjanjian kredit di bawah tangan memiliki beberapa kelamahan-

kelemahan, yaitu : 

1) Apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitor, yang pada 

akhirnya diambil tindakan hukum melalui proses peradilan, maka 

apabila debitor bersangkutan memungkiri tandatangannya, akan 

berakibat hilangnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah 

dibuat tersebut. 

2) Dalam pasal 1877 KUHPerdata disebutkan, bahwa jika seorang 

memungkiri tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus 

memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan 

tersebut diperiksa di muka pengadilan55. 

Akta perjanjian kredit seharusnya berbentuk otentik apabila terdapat 

jaminan berupa Sertifikat hak atas tanah, karena diatasnya harus dibebani hak 

                                                           
54 Miriam Darus Badrilzaman dalam Ida Bagus Gde Gni Wastu, Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit 

di bawah tangan pada Bank Perkreditan Rakyat, Acta Comitas (2017 I : 83-98, 2017, hlm. 86.  
55 Teguh Wakhidianto dan fifiana Wisnaeni, Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia 

Perbankan, Notarius Volume 17 nomor 2, 2024, hlm. 1207-1208.  
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tanggungan dimana harus diawali dengan Akta Pemberian hak Tanggungan secara 

notariil. Apabila perjanjian kredit tersebut tidak berbentuk akta notariil maka dalam 

membebani hak tanggungan terjadi hambatan, sedangkan pembebanan hak 

tanggungan atas jaminan berupa hak atas tanah adalah suatu keharusan. 

Kedudukan bank dalam pembuatan perjanjian kredit pada dasarnya 

setara dengan nasabah karena dalam menetapkan sebuah perjanjian, kedua belah 

pihak harus memiliki keseimbangan sehingga isi perjanjian ditetapkan oleh 

keduanya. Namun kedudukan perbankan dalam pembuatan perjanjian kredit terlihat 

satu tingkat lebih tinggi daripada nasabah karena isi daripada perjanjian kredit 

ditentukan oleh Bank sedangkan Nasabah hanya menyepakati dengan cara 

menadatangani akta perjanjian kredit tersebut.  

Dalam praktek pembuatan perjanjian kredit, pihak bank membuat 

formulis perjanjian kredit kemudian membakukan syarat-syaratnya bagi nasabah. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian kredit terdapat 

syrat-syarat klausula mengenai pemberian kredit, bunga, dan provisi kredot atau 

commitment fee, biaya-biaya pembayaran kredit dan jaminan asuransinya56.   

Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki kewenangan lebih banyak 

daripada Nasabah dalam pembuatan perjanjian kredit. Nasabah tidak bisa 

menentukan isi daripada perjanjian kredit tersebut terlepas hal tersebut merugikan 

dirinya atau tidak. Sehingga terdapat klausula baku yang memberikan beban serta 

tanggung jawab yang tidak seimbang antara bank dengan nasabah. Nasabah dengan 

                                                           
56 Cesar fabian geraldo Balaati, Flora Pricilia Kalalo, Jemmy Sondakh, Kedudukan Para Pihak 

Dalam perjanjian Kredit antara bank dan Nasabah, ejournal unsrat, 2022, hlm. 5.  



 
 

57 
 
 

menadatangani perjanjian kredit tersebut dianggap telah menyepakati seluruh isi 

perjanjian dan memenuhi unsur kesepakatan dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang 

syrat sah perjanjian.  

Kewenangan bank yang sedemiian rupa tersebut membuat bank memiliki 

kedudukan yang setingkat lebih tinggi dan lebih berkuasa daripda nasabah. Hal ini 

lah yang memicu munculnya klausula baku yang hanya menguntungkan bank dan 

merugikan nasabah. Sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak dinilai kurang 

karena terdapat unsur memaksa.  

 

4. Klausula Baku dalam Akta-akta perjanjian kredit. 

 

Kontrak baku dapat pula disebut sebagai kontrak standart yang memiliki 

arti suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak 

tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam 

bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika 

kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data 

informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-

klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai 

kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah 

klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga 

boasanya kontrak baku sangat berat sebelah57. Kontrak baku berbentuk tertulis yang 

isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh 

                                                           
57 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), (Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti, 2003, hlm. 76.  
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produsen, serta bersifat massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang 

dimiliki oleh konsumen58. 

Sebagaimana pengertian di atas maka kontrak baku merupakan sebuah 

kontrak atau perjanjian yang telah dipersiapkan oleh salah satu pihak, dimana pihak 

lainnya hanya ikut menyetujui dengan tanda-tangan tanpa dapat bernegosiasi atas 

isi kontrak tersebut. untuk itu disebut sebagai kontrak baku artinya isi kontrak 

tersebut telah baku dan tidak bisa diubah. Kontrak baku memiliki kelebihan dan 

kekurangan tersendiri. Kelebihan dari kontrak baku apabila digunakan untuk 

kegiatan yang sifatnya cepat dan berjumlah banyak sehingga memunculkan 

efisiensi, sedangkan kelemahan kontrak baku terletak pada isi kontrak yang lebih 

berat sebelah.  

Di Belanda, Kontrak baku juga diberikan perhatian agar tidak merugikan 

para pihak yang sedang membuat perjanjian. Hoge Raad (Mahkamah Agung) di 

Neger Belanda memberikan petunjuk hukum atas klausula baku sebagai berikut : 

1. Mesti dilihat kepada beratnya kesalahan dari pelaku, termasuk 

dengan menganalisis kesungguhan dari kepentingan-kepentingan 

yang ada. 

2. Mesti dilihat dihubungkan dengan sifat dan isi selebihnya ( di luar 

klausula eksemsi) dari kontrak. 

3. Mesti dilihat kedudukan para pihak dalam masyarakat dan hubungan 

antara para pihak dalam kontrak tersebut. misalnya harus 

dipertimbangkan faktor-faktor berikut ini: 

                                                           
58 Lukman Santoso AZ, Hukum Perikatan, (Malang : Setara press, 2016)., hlm. 71. 
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a) Kedudukan yang kuat atau kedudukan monopolistis dari salah 

satu pihak dalam kontrak. 

b) Apakah salah satu pihak mempunyai kewajiban mengadakan 

kontrak (misalnya perusahan menjalankan kepentingan umum). 

c) Apakah antara para pihak ada perbedaan keahlian (seperti dokter, 

arsitek, akuntan dan lain-lain). 

4. Mesti dilihat bagaimana cara erjadinya klausula yang merugikan itu. 

Misalnya harus diperhatikan : 

a) Apakah klausula tersebut lahir sesudah adanya perundingan yang 

cukup atau tidak. 

b) Apakah klausula tersebut lahir dalam keadaan yang menyesatkan 

atau tidak. 

5. Mesti dilihat berapa besarnya kesadaran dan kemengertian pihka 

yang kepadanya diajukan kontrak yang bersangkutan terhadap 

maksud dari klausula yang merugikan tersebut59. 

Petunjuk-Petunjuk tersebut digunakan untuk mengidentifikasi seberapa 

besar impact dari penggunaan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat para 

pihak. Sehingga kemudian akan terlihat bahwa klausula baku tersebut merugikan 

salah satu pihak dan perlu untuk dihapus atau tidak digunakan demi kebaikan 

bersama. Penggunaan klausula baku dalam sebuah perjanjian harus ditasfirkan 

                                                           
59 Friend Anis, Christine S. Tooy, Penggunaan Kontrak Baku dalam Perjanjian dan Penerimaan 
pihak yang terlibat di dalamnya, Lex Privatum Vol. VIII/ No. 2/ April-Juni/ 2020, Hlm. 26 
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lebih detail agar tidak memberatkan salah satu pihak. Metode penafsiran klausula 

baku tersebut sebagai berikut : 

1. Apabila ada pertentangan antara klausula baku dengan klausula yang 

tidak baku dalam suatu kontrak, maka yang dimenangkan adalah 

klausula yang tidak baku tersebut. 

2. Penafsiran klausula baku haruslah untuk pihak yang menyediakan 

kontrak baku tersebut (asas contra proferentem). 

3. Seperti juga terhadap penafsiran kontrak lainnya, maka penafsiran 

terhadap klausula baku dilakukan dengan lebih melihat kepada 

maksud para pihak daripada hanya melihat kepada kata-kata demi 

kata-kata dalam kontrak tersebut (metode penafsiran historis / 

teleologis)60. 

Klausula baku tetap tidak pernah menjadi pilihan jika dihadapkan dengan 

klausula yang tidak mengandung ketimpangan. Klausula baku sudah seharusnya 

dilarang dalam penggunaannya terutama yang membahas tentang substansi 

perjanjian dan merugikan salah satu pihak.  

Apabila kontrak baku ini diterapkan pada suatu permasalahan atau suatu 

perjanjian, maka terdapat beberapa masalah yuridis yang akan terjadi yaitu 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1) Sampai batas-batas tertentu, faktor keadilan menghendaki penafsiran 

kontrak yang bertentangan dengan isi dari kontrak baku tersebut. 

                                                           
60 Ibid., hlm 27.  
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2) Isi klausula baku, yang dalam hal ini merupakan klausula konvensi 

(sudah jadi) sering bertentangan isi lainnya dari kontrak yang 

merupakan hasil negosiasi. 

3) Isi klausula baku, yang sebenarnya merupakan corpus alienium 

(bagian yang asing) terhadap kontrak tersebut secara keseluruhan, 

sehingga klausula baku tersebut sering tidak bersambung dengan isi 

kontrak secara keseluruhan61. 

Kontrak baku sering ditemui di beberapa akta yang digunakan sampai 

sekarang di kalangan masyarakat. Beberapa contoh dari diantara akta-akta kontrak 

baku, misalnya: 

a. Akta Perjanjian pemberian kredit; 

b. Akta Kontrak Notariil; 

c. Akta-Akta perjanjian untuk pengalihan atau pembebanan hak atas 

tanah yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT; 

d. Akta Kontrak Kerja; 

e. Akta Kontrak Kerja bersama; 

f. Akta kontrak pengangkutan; dan 

g. Akta perjanjian penggadaian62. 

Penggunaan dari kontrak baku ini ada yang mendukung ada juga yang 

menentang. Satu sisi kontrak baku memberikan efisiensi waktu pada hal-hal yang 

sifatnya massal seperti akta kontrak kerja, akta kontrak kerja bersama. Akta kontrak 

                                                           
61 Op.Cit., hlm 85. 
62 R. Soeroso. Op.Cit. 146. 
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baku menjadi merugikan dan berat sebelah ketika berhadapan dengan hal yang 

sifatnya negosiatif, artinya kedua belah pihak harus seimbang hak dan 

kewajibannya. Seperti halnya akta perjanjian kredit, Akta Notariil, Akta kontrak 

pengakutan, dimana kedua belah pihak saling melakukan sesuatu dan memenuni 

sesuatu. Hal ini sangat bisa jika kontrak berisikan dengan tanggung jawab yang 

seimbang antar para pihak, sehingga kontra baku kurang cocok apabila diterapkan 

dalam akta-akta ini. Kontrak baku menjadi kontrak yang dilarang ketika 

mengandung klauula eksenorasi yaitu klausula yang berisi tentang pengalihan 

tanggungjawab. Sehingga salah satu pihak mendapat beban tanggungjawab yang 

lebih besar kepadanya.  

Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang biasanya 

menggunakan kontrak baku yang mengikat kreditur dengan debitur. Jika 

dihubungkan dengan hukum kontrak, perjanjian kredit mengikuti asas kebebasan 

berkontrak dimana pihak bank dengan pihak nasabah memiliki kedudukan yang 

sama. Keduanya dalam menjalankan perjanjian kredit memiliki tugas yang 

seimbang sehinggan tanggung jawab dalam isi akta harusnya juga seimbang. 

Perjanjian kredit pada umumnya hampir berbentuk kontrak baku karena 

dibuat sepihak oleh pihak Kreditur / bank. Nasabah atau debitur tidak memiliki 

kesempatan untuk duduk bersama menetapkan isi daripada akta perjanjian kredt 

yang ditanda-tangani. Isi daripada akta perjanjian kredit juga lebih menguntungkan 

kepentingan bank daripada kepentingan nasabah. Seperti halnya perjanjian kredit 

modal usaha nomor CO.TBN/PK-KMK/007/2010, yang didalamnya terdapat 

klausula-klausula yang menguntungkan bank secara umum. Perjanjian kredi 



 
 

63 
 
 

tersebut merupakan perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri dalam hal ini cabang 

Kabupaten lamongan dengan seorang nasabah bernama Kartono. Syarat-syarat 

suatu kontrak atau akta dinyatakan baku sebagaimana dijelaskan diatas bahwa 

kontrak perjanjian kredit ini sudah jadi dan Nasabah tinggal menandatanganinya, 

kemudian terdapat satu klausula yang tidak bersambung dengan isi kontrak lainnya 

yaitu terdapat pada pasal 18 sebagai berikut: 

1. Bank berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang 

dianggap baik oleh bank untuk menjaminkan atau 

mengagunkan, menjual dan atau mengalihkan seluruh 

atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) 

bank berdasarkan perjanjian kredit dan dokumen agunan 

kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh 

Bank termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka 

sekuritisasi. 

2. Debitur dengan ini mengkonfirmasikan bahwa debitur 

mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan 

oleh Bank atas seluruh atau sebagian hak tagih baik 

pokok maupun bunga terhadap debitur yang timbul 

sehubungan dengan perjanjian kredit dan berjanji bahwa 

kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh bank, debitur 

akan tetap memenuhi kewajibannya kepada bank tanpa 

terpengaruh oleh adanya penjualan dan atau pengalihan 

tersebut dalam rangka sekuritisasi serta berjanji tidak 

akan mengubah dan atau menarik kembali konfirmasi-

konfirmasi ini. 

3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, jika terjadi kelalain debitur atas 

kewajibannya terhadap bank mengenai perjanjian kredit 

ini, bank berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya 

kepada Direktorat Jenderal Piutang dan lelang negara 

/panitia Urusan Piutang negara atau instansi lain yang 

berwenang. 

4. Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibatnya para 

pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan 

secara umum pda Kantor panitera Pengadilan Negeri 

yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor bank 

yang memberi pinjaman. Dengan tidak mengurangi 

ketentuan peraturan yang berlaku, bank berhak untuk 

mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur melalui 
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Pengadilan negeri lainnya yang berwenang di dalam 

wilayah Republik Indonesia. 

 

Isi daripada pasal 18 tersebut lebih menguntungkan bank dalam berbagai 

kondisi. Pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan keleluasaan pada Bank apabila 

kondisi bank tidak baik dan mengharuskan bank memerlukan pihak ketiga untuk 

melakukan pengalihan hak tagih. Satu sisi Bank tetap menginginkan pembayaran 

penuh dan tidak terpengaruh atas kondisi bank. Hal ini merupakan klausula yang 

tidak adil bagi Debitur dan lebih menguntungkan kreditur. Pada ayat (4 ) juga 

memberikan keleluasaan bank untuk dapat menggugat debitur di pengadilan negeri 

di seluruh Indonesia namun membatasi debitur pada Pengadilan tempat bank berada 

apabila terjadi masalah terkait dengan perjanjian kredit ini.  

Pasal 18 Perjanjian kredit diatas merupakan salah satu contoh perjanjian 

kredit yang mengandung klausula baku bahkan dalam penandatanganan, kontrak 

tersebut telah ada dan dibuat sepihak oleh debitur  atau bank. Hal ini menunjukkan 

kontrak baku digunakan bahkan untuk hal-hal kontraktual yang isinya tidak 

seimbang.  
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BAB III  

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DALAM 

KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, 

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA-

AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG KLAUSULA 

BAKU 

 

A. Kedudukan Klausula baku dalam Akta Perjanjian Kredit dalam 

kaitannya dengan Asas Kebebasan berkontrak dan Asas 

keseimbangan. 

1. Klausula Baku dalam Konsep Perjanjian dalam KUHperdata 

 

Perjanjian kredit merupakan salah satu contoh perjanjian yang berbentuk 

kontrak baku dan mengandung klausula baku yang memiliki tanggung jawab tidak 

seimbang bagi para pihak yang menandatanganinya. Perjanjian kredit meskipun 

merupakan salah satu bentuk dari kontrak baku harus tunduk pada peraturan-

peraturan terkait dengan Perjanjian yang berlaku di Indonesia. Aturan tentang 

perjanjian pada pokoknya terdapat pada pasal 1313, pasal 1320, dan pasal 1338 

KUHPerdata. Pada pasal 1313 KUHPerdata menyatakan, suatu persetujuan adalah 

suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang 

lain atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan ketentuan bahwa perjanjian 

mengikat dua orang yang sepakat terhadap sesuatu untuk dikerjakan bersama-sama. 

Sebuah persetujuan atau perjanjian memiliki syarat-syarat yaitu yang terdapat pada 

ketentuan 1320 KUHPerdata yaitu : 

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu pokok persoalan tertentu; 
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4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Kedudukan dari Perjanjian setara dengan undang-undang bagi para pihak 

yang menyepakatinya, hal ini diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata dimana juga 

dikatakan sebuah perjanjian terkandung asas  pacta sunt servanda. Adagium pacta 

sunt servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang 

dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di 

dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan 

penataannya63.  

Perjanjian Kredit yang ditanda tangani kedua belah pihak merupakan 

sebuah persetujuan dimana Bank atau Kreditor dengan Nasabah atau Debitor sama-

sama mengikatkan diri untuk saling melakukan sesuatu yaitu pinjam meminjam 

atau pembiayaan permodalan. Unsur pasal 1313 KUHPerdata dalam perjanjian 

kredit telah ada dan memenuhi. Sebagaimana Perjanjian Kredit modal usaha nomor 

CO.TBN/PK-KMK/007/2010 telah memenuhi unsur-unsur pasal 1313 

KUHPerdata yaitu terdapat padal pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: 

Bank dan debitur telah mufakat bahwa terhadap 

perjanjian kredit ini berlaku juga ketentuan umum 

sebagaimana termaktub dalam “syarat-syarat umum perjanjian 

kredit PT. Bank mandiri (persero) Tbk” (selanjutnya disebut 

“syarat-syarat umum”), yang merupakan satu kesatuan dan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini. 

                                                           
63 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Bandung : Penerbita 

PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 102. 
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Syarat kecakapan seseorang diatur dalam pasal 1330 KUPerdata yang 

menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian 

yaitu, Pertama, orang yang belum dewasa; kedua, mereka yang ditaruh dibawah 

pengampuan; dan ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan (setelah 

diundangkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat (2) maka 

perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum)64. Syarat suatu hal tertentu 

dalam bahasa belanda disebut Zaak yang artinya tidak hanya berarti barang dalam 

arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi yakni pokok persoalan. Oleh 

karena itu objek perjanjian tidak hanya berupa benda tetapi juga berupa jasa65. 

Syarat terakhir adalah kausa yang halal artinya tidak mengandung sesuatu yang 

bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.  

Apabila melihat ketentuan pada pasal 1 ayat (1) tersebut antara bank 

dengan nasabah telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit ini. Perjanjian 

kredit tersebut jika dihubungkan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana pasal 

1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan, bank dan Nasabah dalam hal ini 

sepakat mengadakan sebuah perjanjian. Syarat yang kedua adalah cakap, bank 

mandiri sebagai Perbankan yang bernaung dalam Badan Usaha Milik Negara yang 

secara hukum cakap melakukan kegiatan bank sedangkan Nasabah dalam 

perjanjian kredit tersebut juga telah berusia cukup dan cakap menurut hukum untuk 

melakukan perbuatan hukum.  

                                                           
64 Ibid., hlm. 7. 
65 Ibid., hlm. 8. 
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Syarat cakap untuk kedua pihak telah terpenuhi dalam perjanjian kredit 

tersebut. syarat ketiga yaitu kausa yang halal, dimana perjanjian kredit modal kerja 

ini bukan merupakan sesuatu yang dilarang justru dalam sirkulasi kegiatan 

perbankan adalah suatu keharusan untuk menyalurkan dana pada masyarakat. 

Berikut pula pada syarat keempat yaitu suatu sebab yang terlarang, perjanjian kredit 

ini tidak ada satupun hal yang menghalangi kedua belah pihak untuk dilarang 

membuat perjanjian. Sehingga dalam perjanjian kredit ini telah memenuhi syarat 

sah dibuatnya sebuah perjanjian.  

Keempat syarat sah perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata 

bersifat kumulatif, dalam artian tidak dapat beridiri sendiri-sendiri untuk mencapai 

keabsahan suatu perjanjian namun harus dipenuhi seluruhnya. Suatu perjanjian 

dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat diangap tidak ada jika terjadi hal-

hal yang disebut di bawah ini yaitu pertama, paksaan. Setiap tindakan yang tidak 

adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak termasuk dalam tindakan 

pemaksaan66. kedua, adanya penipuan, ketiga adanya kesesatan atau kekeliruan dan 

keempat penyalahgunaan keadaan67. Apabila tidak ditemukan keempat syarat 

tersebut maka syarat sepakat benar terpenuhi oleh kedua belah pihak. 

Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

merupakan undang-undang bagi keduanya. Pada intinya isi dari perjanjian bersifat 

mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang menanda tangani dalam hal ini 

Bank dengan Nasabah sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit. Baik 

                                                           
66 Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian ditinjau dari KUHPerdata, Jurnal pelangi Ilmu Vol.05, 

No. 01, 2012, dapat diakses melalui https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840., 

hlm. 4. 
67 Ibid., hlm. 6. 

https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840
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pihak bank maupun pihak nasabah memiliki hak dan tanggung jawab yang harus 

dilakukan untuk memenuhi isi perjanjian tersebut.  

KUHPerdata tidak mengatur tentang pelarangan klausula baku namun 

para prinsipnya pelarangan klausula baku masuk dlaam kajian asas kebebasan 

berkontrak. Asas kebebasan berkontrak juga hanya secara implisit terkandung 

dalam pasal 1338 ayat (1) KUPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Dalam artinya “bagi mereka yang membuatnya” dapat ditafsirkan 

bahwa para oihak ikut berunding dan menetapkan isi daripada perjanjian. Apabila 

dalam suatu perjanjian hanya ditentukan oleh salah satu pihak dan merugikan pihak 

lain, maka hal tersebut tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian 

seharusnya memberikan keleluasaan pada para pihak untuk menetapkan apa yang 

hendak diperjanjikan dan disepakati sehingga bisa menjadi undang-undang bagi 

para pihak tersebut.  

Apabila suatu perjanjian mengandung klausula baku dalam 

pembuatannya maka sudah dapat dipastikan bertentangan dengan asas kebebasan 

berkontrak. Sehingga perjanjian dengan klausula baku tersebut tidak dapat berlaku 

sebgai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasla 1338 

ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian 

penggunaan klausula baku dalam perjanjian merupakan suatu yang dilarang karena 

menimbulkan kerugian dan ketidaksetaraan. 
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2. Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit dalam kaitannya dengan 

Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimbangan 

 

Pelarangan penggunaan klausula baku memang tidak diatur secara jelas 

namun hal ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dimana memberikan 

porsi yang sama bagi masing-masing pihak dalam perjanjian untuk menentukan apa 

yang diperjanjikan. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana terdapat pada pasal 

1338 ayat (1) KUHperdata yang pada intinya memberikan keleluasaan bagi para 

pihak untuk membuat perjanjian yang kemudian berlaku sebagai undang-undang 

bagi para pihak tersebut. klausula “bagi mereka yang membuatnya” dalam arti 

antara pihak pertama dan pihak kedua, anatar debitur dan kreditur harus dapat saling 

bernegosiasi untuk menetukan hak dan kewajiban, prestasi apa yang siapa yang 

memenuhi, berikut dengan jumlah denda, bunga, wanprestasi dan konsekwensu 

lainnya. Namun penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit masih 

ditemukan dan merugikan salah satu pihak.  

Perjanjian kredit modal usaha nomor CO.TBN/PK-KMK/007/2010 

merupakan perjanjian kredit yang mengandung klausula baku di dalamnya. Pasal-

pasal yang mengandung klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut lebih 

banyak menguntungkan Bank dan memberikan tanggung jawab lebih banyak pada 

nasabah. Pasal-pasal yang mengandung klausula baku diantaranya adalah pasal 16 

dan pasal 18. Pada pasal 16 bank secara penuh memegang kuasa terhadap hutang 

dan besaran biaya terutang yang harus dibayarkan oleh Debitur pada Bank. Bahkan 

bank membuat ketentuan untuk dapat menandatangani akta pengakuan hutang 

debitur secara notariil. Padahal Akta Notariil tidak bisa ditandatangani hanya 
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dengan satu pihak saja, melainkan para pihak yang namanya tercantum dalam akta 

harus hadir menghadap Notaris dan menandatanganinya dengan bersamaan. Hal ini 

tentu memberikan kekeluasaan bank dan mempersempit hak daripada Debitur 

terkait hutangnya pada bank. Pasal 16 pada perjanjian kredit sebagai berikut: 

Pasal 16 

Kuasa-kuasa 

1. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada bank untuk pada 

waktunya dan jika dianggap perlu oleh Bank : 

a. Menetapkan sendiri besarnya jumlah terhutang dan wajib 

dibayarkan oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit dan atau 

perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini, atas dasar 

pembukuan, rekening koran dan catatan-catatan yang 

diselenggarakan oleh bank; 

b. Menandatangani akta pengakuan hutang yang dibuat secara 

notariil sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 Reglement 

Indonesia yang diperbaharui untuk jawa dan madura (pasal 

224 HIR) atau pasal 258 reglement Indonesia yang 

diperbaharui untuk luar jawa dan madura (pasal 258 Rbg) 

berkenaan dengan jumlah terhutang; 

c. Mendebet rekening pinjaman dan atau rekening-rekening 

lainnya atas nama Debitur yang ada pada Bank guna 

membayar kewajiban yang masih terhutang oleh Debitur 

kepada Bank, baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-

biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas kredit 

sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit ini. 

2. Dalam hal diperlukan kuasa khusus bagi bank untuk 

melaksanakan hal-hal tersebut pada pasal ini, maka debitur 

dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut kata demi kata 

haruslah dianggap telah tercantum dalam perjanjian kredit ini. 

 

Pasal 16 ini membawa debitur untuk menyerahkan seluruh urusan 

hutang-piutangnya pada Bank bahkan sampai pada rekening pribadi dimana pada 

Bank tersebut dan juga kuasa untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang di 

Notaris. Kewenangan yang ditetapkan bank dalam pasal ini terlalu luas dan tidak 
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seimbang tanggungjawab hukumnya dengan  debitur. Sehingga pasal 16 ini dapat 

dikategorikan sebagai pasal yang mengandung klausula baku yang berat sebelah.  

Pasal 18 dalam perjanjian kredit ini juga merupakan ketentuan yang 

mengandung klausula baku yang berisi tentang tanggung jawab yang timpang 

antara Bank sebagai Kreditur dengan Nasabah Sebagai Debitur. Pasal 18 ini 

menjadi pasal yang tidak bersambung dengan pasal-pasal yang lain sebagaimana 

syarat kontrak dikatakan baku akan muncul ketentuan yang saling tidak 

bersambungan dan menitikberatkan beban pada salah satu pihak aja. Pasal 18 pada 

perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bank berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang 

dianggap baik oleh bank untuk menjaminkan atau 

mengagunkan, menjual dan atau mengalihkan seluruh 

atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) 

bank berdasarkan perjanjian kredit dan dokumen agunan 

kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh 

Bank termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka 

sekuritisasi. 

2. Debitur dengan ini mengkonfirmasikan bahwa debitur 

mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan 

oleh Bank atas seluruh atau sebagian hak tagih bagi 

pokok maupun bunga terhadap debitur yang timbul 

sehubungan dengan perjanjian kredit dan berjanji bahwa 

kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh bank, debitur 

akan tetap memenuhi kewajibannya kepada bank tanpa 

terpengaruh oleh adanya penjualan dan atau pengalihan 

tersebut dalam rangka sekuritisasi serta berjanji tidak 

akan mengubah dan atau menarik kembali konfirmasi-

konformasi ini. 

3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, jika terjadi kelalaian debitur atas 

kewajibannya terhadap bank mengenai perjanjian kredit 

ini, bank berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya 

kepada Direktorat Jenderal Piutang dan lelang negara 

/panitia Urusan Piutang negara atau instansi lain yang 

berwenang. 

4. Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibatnya para 

pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan 
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secara umum pada Kantor panitera Pengadilan Negeri 

yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor bank 

yang memberi pinjaman. Dengan tidak mengurangi 

ketentuan peraturan yang berlaku, bank berhak untuk 

mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur melalui 

Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam 

wilayah Republik Indonesia. 

 

Pada pasal 18 ini terdapat dua hal paling pokok yang membuat perjanjian 

kredit tersebut masuk dalam perjanjian dengan klausula baku. Pertama pasal 18 

adalah pasal yang mengandung ketimpangan tanggung jawab antara Kreditur dan 

Debitur. Kreditur dalam hal ini adalah bank tetap membebankan pembayaran yang 

sesuai dengan besaran dalam perjanjian kredit walaupun kondisi bank akan 

dialihkan pada pihak ketiga karena suatu hal yang tidak dijelaskan pada pasal ini.  

Kreditur atau bank dapat berbuat sesuai kehendaknya untuk merubah isi perjanjian 

sesuai dengan kondisi bank tanpa mempertimbangkan kondisi debitur. Selain itu, 

Bank juga membatasai pengajuan gugatan apabila terdapat masalah untuk debitur 

hanya dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan di wilayah hukum Bank berada, 

sedangkan apabila Bank yang menggugat Debitur dapat menggugat di seluruh 

Pengadilan di seluruh Indonesia. Pasal ini sangat membatasi ruang gerak Debitur 

karena Gugatan dapat dilayangkan pada Pengadilan dimana Tempat Objek jaminan 

berada. Sebagaimana dalam Perjanjian kredit ini, Objek jaminan berada di Kota 

Tuban sedangkan Bank berada di Lamongan. Maka sebagaimana ketentuan pasal 

118 HIR (herxien Inlandsch Reglemen), Gugatan dapat di ajukan pada Pengadilan 

Negeri Lamongan atau Pengadilan Negeri Tuban.  

Klausula-klausula dalam Perjanjian kredit nomor CO.TBN/PK-

KMK/007/2010 tersebut apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak 
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terdapat beberapa hal yang bertentangan. Asas kebebasan berkontrak memberikan 

kebebasan pada setiap individu untuk membuat suatu perjanjian dengan pihak lain 

sesuai dengan kehendaknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-

peraturan. Manusia memiliki kebabasan mengikatkan diri untuk memberi, 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, bahkan tanpa menerima kembali sesuatu 

imbalan, baik dalam arti materiil maupun yuridis. Asas bahwa kita terikat pada janji 

yang telah dibuat mengandaikan adanya kebebasan individu di dalam masyarakat 

untuk turut serta dalam lalu lintas hukum. Disamping itu asas ini mengimplikasikan 

pula eksistensi asas lainnya yakni kebebasan berkontrak68. 

Sebagaimana pengertian daripada asas kebebasan berkontrak 

memberikan kekeluasaan bagi setiap orang untuk bebas mengadakan perjanjian 

dengan siapa, dimana perjanjian dilakukan, dan berisi tentang apa saja sesuai 

kehendak para pihak. Asas kebebasan berkontrak bertujuan untuk memberikan 

kewajiban dan hak pada para pihak yang membuat suatu kontrak atau perjanjian 

untuk menentukan sendiri apa yang dirasa perlu diperjanjikan. Kebebasan 

berkontrak ini tidak semata-mata seluas-luasnya namun terdapat juga batasan-

batsan yang membatasinya. Kebebasan berkontrak dibatasi dalam hal pelaksnaan 

darinya dalam situasi konkret bertabrakan dengan kepentingan dari tingkatan yang 

lebih tinggi69. Kebebasan individu dalam menentukan suatu kontrak dilindungi oleh 

hukum objektif. Tujuan daripada hukum objektif ini adalah untuk menjaga 

                                                           
68 Herlien Budiono, OP.Cit., hlm. 376. 
69 Ibid., hlm. 377. 
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keseimbangan hubungan timbal balik, baik individu satu sama lain maupun antara 

individu dan masyarakat70. 

Asas kebebasan berkontrak apabila dihubungkan dengan perjanjian 

kredit nomor CO.TBN/PK-KMK/007/2010 diatas terjadi ketimbangan kebebasan 

antara Bank dengan Nasabah. Nasabah atau debitur tidak bebas menentukan 

kehendaknya dan tidak bebas dalam menentukan isi dari perjanjian, bank atau 

Kreditor menentukan hampir seluruh isi pasal sehingga memangkas kebebasan 

daripada pihak lain. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban 

mengenai isi pasal.  

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah : 

cara terbentuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak 

setara dan / atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi dijanjikan timbal balik. Pada 

prinsipnya, dengan melandaskan diri pada asas-asas pokok hukum kontrak dan asas 

keseimbangan, faktor yang menentukan bukan kesetaraan prestasi yang 

diperjanjikan, melainkan kesetaraan pada pihak, yang jika keadilan pertukaran 

perjanjianlah yang hendak dijunjung tinggi71. 

Perjanjian kredit mengandung ketidaksembangan karena terdapat 

ketidaksetaraan para Pihak. Pihak Debitur menjadi pihak yang memerlukan saluran 

dana dari Bank sehingga akan mudah menyepakati seluruh ketentuan yang diminta 

oleh bank bahkan tanpa memperhatikan resiko ke depannya. Penyaluran dana pada 

masyarakat menjadi kegiatan wajib dari Bank bukan semata hanya masyarakat yang 

                                                           
70 Op.Cit. 
71 Ibid., hlm. 659.  
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memerlukan dana melainkan juga merupakan kebutuhan Bank. Bank atau kreditur 

juga butuh menyalurkan dana pada masyarakat salah satunya dengan penyaluran 

kredit agar kegiatan bank berjalan dan bank dinilai sehat secara finansial.  

Peraturan tentang batasan-batasan perjanjian yang mengandung 

ketidakseimbangan atau yang mengandung klausula baku belum diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam undang-undang nomor 10 

tahun 1998 tentng perbankan tidak membahas tentang apa saja yang menjadi isi dari 

perjanjian kredit. Undang-Undang Perbankan mengatur tentang denda, bunga dan 

juga ketentuan mengenai pembelian agunan apabila terdapat kredit macet. Terkait 

dengan kesehatan bank yang tertuang dalam perjanjian kredit CO.TBN/PK-

KMK/007/2010 pasal 18 diatas, Undang-Undang Perbankan hanya mengatur 

tentang tukar informasi antar Bank terkait dengan nasabah yang mengajukan kredit 

untuk mencegah penipuan dan kredit macet ke depannya. Hal ini terdapat pada 

pasal 44 dan penjelasan pasal 44 UU perbankan sebagai berikut: 

Pasal 44 

(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank 

dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada 

bank lain. 

(2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bank Indonesia. 

Penjelasan pasal 44  

Ayat (1)  

Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk 

memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara 

lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan 

dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank 

dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan 

suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. 

Ayat (2) 

Dalam ketentuanyang akan ditetapkan lebih lanjut oleh bank 

Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian 

dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi 
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tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis 

besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan dan masuk 

tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet. 

 

Pasal-pasal yang membahas tentang pencegahan terhadap kredit macet 

telah mencukupi dalam undang-undang ini tidak perlu dituangkan lagi dalam 

bentuk perjanjian kredit yang mempersempit hak Debitur sebagaimana pada pasal 

18 CO.TBN/PK-KMK/007/2010. Kesehatan bank adalah tanggungjawab dari bank 

bukan tanggung jawab dari Nasabah / Debitur. Bank harus memiliki cara-cara dan 

solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah pada internal bank tanpa harus menarik 

kreditur atau nasabah untuk ikut menyesalikannya. Sehingga isi daripada Perjanjian 

kredit hanya tentang kredit yang diajukan oleh nasabah / debitur dan disetujui oleh 

Bank atau kreditur dengan klausula klausula yang seimbang. 

Pelarangan penggunaan klausula baku dalam perjanjian tidak diatur 

secara tegas dalam perundang-undangan di Indonesia. KUHPerdata sebagai rujukan 

dariapda permasalahan perdata di Indonesia hanya memberian ketentuan pasal 1338 

ayat (1) yang berisi asas kebebasan berkontrak, namun tidak ada pelarangan khusus 

dalam pasal-pasal dibawahnya tentang penggunaan klausula baku. Seperti yang 

telah dibahas diatas, bahwa penggunaan klausula baku ini merugikan salah satu 

pihak dan hanya menguntungkan pihak lainnya. Dalam peraturan perundang-

undang Indonesia yang mengatur tentang klausula baku adalah Undang-Undang 

nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan UU perlindungan 

konsumen tidak bisa serta merta diterapkan dalam semua perjanjian yang 

mengandung klausula baku terutama dalam perjanjian kredit dengan akta yang 

dibuat secara Notariil. Pelarangan klausula baku dalam akta perjanjian kredit harus 
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diatur sendiri dalam peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dapat 

dituangkan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tengang Perbankan dalam 

sub-bab Perjanjian Kredit atau menjadi peraturan yang berdiri sendiri seperti 

Aturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) tentang pelarangan penggunaan klausula 

baku dalam perjanjian kredit.  

Peraturan tentang penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit 

yang tidak diatur dalam undang-undang secara tegas membuat kepastian hukum 

dari pelarangan penggunaan klausula baku ini tidak terpenuhi. Sebagaimana Teori 

kepastian hukum yang digagas oleh Jan Michiel Otto, suatu hal dikatakan 

memberikan kepastian hukum apabila ada peraturan yang jelas dan konsisten, ada 

lembaga penguasa atau oemerintah yang mengaplikasikan aturan tersebut, 

kemudian Warga negara yang patuh terhadap aturan hukum itu dan terdapat Hakim 

yang menegakkan aturan hukum tersebut apabila terjadi konflik.  

Sementara di Indonesia aturan tentang klausula baku belum ada 

peraturan yang jelas dan konsisten yang mengatur. Ketika peraturan hukum tersebut 

tidak ada maka tidak ada badan pemerintahan yang mengaplikasikan aturan 

tersebut, warga negara dalam hal ini juga debitur dan kreditur tidak dapat 

menerapkan pelarangan klausula baku karena tidak ada aturannya. Selama ini 

plarangan klausula baku yang diperkarakan hanya menjadi tumpuan hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara, namun karena tidak ada aturan yang jelas dan 

konsisten maka Hakim tidak memiliki dasar yang kuat untuk memutus perkara 

terkait dengan penggunaan klausula baku. Sehingga aturan mengenai pelarangan 
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penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit perlu dituangkan dalam 

peraturan tertulis yang jelas.  

 

B. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian 

Kredit yang mengandung Klausula Baku 

1. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian 

Kredit yang mengandung Klausula baku dan menimbulkan Kerugian 

bagi para Pihak 

 

Perjanjian kredit menurut jenisnya dibagi menajdi dua yaitu perjanjian 

krediti dibawah tangan dimana pembuatannya hanya disepakati dan dibuat oleh 

para pihak saja, sedangkan perjanjian kredit secara notariil adalah perjanjian kredit 

yang dibuat dan dihadapan Notaris. Perjanjian kredit secara Notariil atau disebut 

juga Akta perjanjian kredit secara Notariil memiliki prosedur pembuata dan 

kekuatan pembuktian yang berbeda dengan yang dibawah tangan. Akta Perjanjian 

kredit terdapat campur tangan Notaris berikut dengan tanggungjawab secara hukum 

yang melekat pada Notars atas Akta Perjanjian kredit tersebut. 

Notaris dalam menjalankan profesinya harus tunduk patuh pada 

Peraturan Perundang-Undangan yang terkait seperti Undang-undang jabatan 

Notaris dan juga Kode etik Notaris. Notaris dalam membuat Akta Otentik memiliki 

kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dipatuhi agar tidak 

merugikan para pihak yang menadatangani akta otentik tersebut. Akta Otentik yang 

dibuat oleh dan di hadapan Notaris sebisa mungkin tidak mengandung klausula-

klausula yang merugikan salah satu atau seluruh pihak yang menghadapnya. 
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Notaris yang menjadi rekanan Bank dalam hal membuat Perjanjian 

Kredit memiliki batasan dan tanggung jawab yang banyak. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan di atas bahwa Notaris dalam membuat Akta memiliki beban tanggung 

jawab berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung 

jawab pidana. Notaris yang membuat Akta Perjanjian Kredit yang mengandung 

Klausula baku terlebih harus dilihat isi daripada klausula baku yang dimaksudkan 

dan menimbulkan kerugian atau tidak.  

Notaris dalam membuat Akta tidak boleh menerima rancangan akta dari 

pihak lain walaupun sedang menjalin rekanan. Hal ini diatur dalam Kode Etik 

Notaris pasal 4 angka 5 yaitu, Notaris dilarang Menandatangani Akta yang proses 

pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Apabila dalam membuat 

perjanjian kredit Notari terbukti telah menandatangani suatu perjajian yang telah 

dipersiapkan oleh bank maka unsur pasal ini telah terpenuhi dan Notaris dapat 

diproses secara etik berikut dengan sanksi-sanksi yang dikenakan.  

Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila akta yang 

dibuat merugikan pihak lain dan masuk dalam perbuatan melawan hukum, maka 

Notaris dapat ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diterima salah satu pihak 

akibat dari akta yang dibuatnya. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah 

dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Akta perjanjian kredit tersebut antara lain 

adalah : 

a. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dengan tidak 

menyaksikan secara langsung penandatangan akta perjanjian krdit 

yang dibuatnya oleh apra pihak dan saksi-saksi; 
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b. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta 

perjanjian kredit tersebut yang mengakibatkan terdegradasinya akta 

otentik perjanjian kredit tersebut, mengakibatkan timbulnya kerugian 

bagi pihak yang berkepentingan; 

c. Kesalahan notaris dalam pembuatan akta otentik perjanjian kredit 

yang membuat akta tersebut menjadi akta otentik memiliki hubungan 

sebab akibat yang sangat erat. Karena Notaris tidak mematuhi 

ketentuan tentang tata cara pembuatan akta otentik perjanjian kredit 

tersebut, mengakibatkan akta otentik perjanjian kredit tersebut 

menjadi hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan 

saja72. 

Dalam pembuatan akta dalam Undang-Undang jabatan Notaris, Notaris 

juga dibatasi dengan larangan-larangan dan kewajiban yang harus dilakukan. 

Pembuatan akta otentik oleh Notaris harus dibuat berdasarkan kehendak para pihak 

namun Notaris harus memperhatikan norma-norma yang berlaku. Ketika Akta yang 

dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian sebagaimana pada pasal 1365 

KUHPerdata yang berisikan, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu 

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Maka pihak yang 

merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk meminta ganti 

kerugian.  

                                                           
72 Setya Wicaksana Sudrajat dan Apramita Prananingtyas, Tanggung Jawab Notaris sebagai Pihak 

Akomodir dalam perjanjian kredit perbankan, Notarius, Volume 16 nomor 1 tahun 2023, hlm. 10. 
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Sebagaimana teori pertanggungjawaban yang melekat pada diri Notaris, 

yaitu Notaris dibebani oleh tiga tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab 

secara administrasi, tanggungjawab secara perdata dan tanggungjawab secara 

pidaha. Tanggung jawab secara administrasi apabila dalam pembuatan perundang-

undangan terdapat prosedur dan administrasi yang tidak sesuai atau terlewat. Dalam 

kaitannya dengan pembuatan akta, akta yang dibuat oleh Notaris pada isi akta 

merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan sebagaimana 

dalam pasal 38 ayat (3) huruf c UU nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 

Hal ini menyatakan bahwa isi akta ditentukan secara berimbang oleh kedua belah 

pihak yang menghadap notaris, tidak dapat ditentukan salah satu pihak saja. 

Sedangkan dalam perjanjian kredit ditemukan pasal per pasal hanya ditentukan oleh 

kreditur ata Bank. Sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan pasla 38 ayat (3) 

huruf c UU jabatan Notaris tersebut. Notaris yang mengetahui hal ini harus 

meluruskan dan menjelaskan bahwa sebuah akta atau perjanjian dibuat dengan 

kesepakatan para pihak secara berimbang.  

Sedangkan apabila perjanjian kredit dengan klausula baku tersebut 

memberikan kerugian pada salah satu pihak, maka Notaris sebagai pihak yang 

membuat dan bertanggungjawab atas akta dapat ikut bertanggungjawab dan digugat 

di Pengadilan. Selain itu Notaris juga bertanggungjawab secra etik apabila 

perjanjian kredit dengan klausula baku tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak 

dan dipersiapkan oleh pihak tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 4 angka 5 Kode 

Etik Notaris. Sehingga Notaris yang membiarkan pihak lain menyiapkan Akta maka 

dapat dilaporkan secara etik pada Dewan Kehormatan Notaris.   
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Akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris harus mengikuti 

aturan-aturan yang melekat dalam diri Notaris. Dimana selama proses pembuatan 

uga wajib dikawal oleh Notaris berikut dengan isi akta yang harus demi kepentingan 

para pihak, dalam hal ini harus disepakati berdua antara debitur dan kreditur. 

Apabila Notaris mengetahui bahwa terdapat ketimpangan dalam isi pasal maka 

Notaris dapat menegur dan menegaskan bahwa isi perjanjian harus berimbang. 

Namun apabila Notaris tidak melalukan apapun atas hal tersebut dan Akta yang 

dibuatnya menimbulkan kerugian, maka Notaris dapat digugat atas Perbuatan 

Melawan Hukum dan juga dilaporkan secara etik.  

 

2. Klausula baku dalam Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris 

dalam perkara Nomor 2345 K/Pdt/2017 

 

Permasalahan terkait dengan klausula baku ini jarang dijadikan dasar 

bagi hakim untuk memutuskan seorang Notaris bersalah atas akta yang dibuatnya. 

Para Pihak yang dirugikan dalam hal ini Debitur juga jarang memasukkan Notaris 

sebagai pihak walaupun dalam gugatannya mengkritisi dan menyalahkan Akta 

Perjanjian Kredit yang sifatnya Notariil yang mengandung klausula baku. 

Sebagaimana perkara nomor 2345 K/Pdt/2017 Penggugat atas nama Peri Sayanto 

melawan PT Bank UOB Indonesia dimana dalam gugatannya mempermasalahkan 

klausula baku.  

Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan isi daripada perkara 

nomor 2345 K/Pdt/2017 yang mempermasalahan Klausula Baku di dalamnya, 

maka terlebih dahulu akan dibahas duduk perkara daripada putusan tersebut. legal 
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standing dan juga duduk perkara putusan nomor 2345 K/Pdt/2017 adalah sebagai 

berikut: 

1) Penggugat bernama Peri Sayanti Ekoputro seorang perorangan yang 

menjadi Nasabah dari Tergugat. 

2) Tergugat adalah PT. Bank UOB Indonesia Cabang Semarang yang 

mengeluarkan. 

3) Penggugat merupakan Nasabah /  Debitur dari Tergugat yang 

mendapatkan fasilitas kredit KMG (Kredit Multi Guna) dengan 

perjanjian Kredit Nomor 5 Pada Hari Selasa tanggal empat Februari 

duaribu empat belas (4-2-2014) pukul 12.30 Wib (dua belas lebih tiga 

puluh menit waktu Indonesia Barat) atas nama Peri Sayanto Ekoputro 

dan Istrinya Indriyati (Indriati). 

4) Penggugat dalam pengajuan Kredit tersebut menjaminkan Sertifikat 

hak Milik Nomor 945 Karangtempel yang terletak di Kelurahan 

Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, seluas 

294 m2 gambar situasi tertanggal 03 Februari 1997, gambar situasi 

nomor 86/X/1997 terbust tertanggal lima februari 1997 atas nama 

Indriyati. 

5) Tergugat adalah Perseroan Terbatas PT. Bank UOB Indonesia 

berkedudukan di Jakarta Pusat Cq. PT. Bank UOB Indonesia Tbk 

Cabang Semarang Jalan Gang Tengah Nomor 16 Semarang 50137, 

Jawa Tengah, yang telah membuat Perjanjian Kredit Nomor 5 pada 

hari Selasa tanggal empat Februari dua ribu empat belas (4-2-2014) 
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pukul 12.30 Wib (dua belas lebih tiga puluh menit waktu Indonesia 

Barat) atas nama Peri Sayanto Ekoputro dan Istrinya Indriyati 

(Indriati), dengan jangka waktu fasilitas KMB diberikan selama 10 

(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal empat pebruari dua ribu 

empat belas (4-2-2014) hingga/tanggal empat Februari dua puluh 

empat (4-2-2024), Akta tersebut bertentangan dengan yang dimaksud 

dalam pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); 

6) Perjanjian Kredit Nomor 5 pada hari Selasa tanggal empat Februari 

duaribu empat belas (4-2-2014) pukul 12.30 wib (dua belas lebih tiga 

puluh menit waktu Indonesia Barat) atas nama Peri Sayanto Ekoputro 

dan istrinya Indriyati (Indriati), dengan jangka waktu fasilitas KMB 

diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal empat 

pebruari duaribu empatbelas (4-2-2014) hingga tanggal empat 

pebruari duaribu duapuluh empat (4-2-2024), Tergugat diwakili oleh 

Nugroho Soebagio Document Processing Manager-Semarang 

Perseroan Terbatas PT.Bank UOB Indonesia Tempat lahir: Semarang 

pada tanggal lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga 

(5-09-1973) Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Semarang, 

Jalan Beruang Dalam Barat RT 08 R W 01 Kelurahan Gayamsari, 

Kecamatan Gayamsari Pemegang Kartu Penduduk Nomor 

3374040509730001, PT. Bank UOB Indonesia Terbukti telah 

mencantumkan Larangan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 
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sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk ditandatangani 

oleh Penggugat 

7) Pelanggara klausual baku dalam perjanjian kredit nomor 5 tersebut 

terdapat pada pasal tertulis pada lembar 11 angka 7 huruf b, pada hal 

Klausul Perjumpaan Hutang sebagai berikut "Apabila Bank 

memandang perlu, maka dengan ini Debitur memberi kuasa kepada 

bank untuk memperjumpakan utang debitur yang timbul karena 

perjanjian ini maupun karena perjanjian- perjanjian lain dengan Bank 

dengan piutangpiutang debitur yang ada pada Bank yang berupa 

tetapi tidak terbatas pada tabungan-tabungan dan atau simpanan-

simpanan dan atau rekening-rekening lain milik Debitur yang ada 

pada Bank, Pasal ini melanggar pasal 18 ayat (1) huruf "d” UU RI Th 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

8) Kemudian terdapat pula pada pasal 11 angka 7 huruf c 1, “ debitur 

dengan ini memberi kuasa kepda Bank untuk sewaktu-waktu aoabila 

Bank menganggap perlu, terutama jika Debitur wanprestasi, 

wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup tidak 

dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau 

menurut Bank kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk 

membuat dan menandatangani Akta pengakuan hutang secara notariil 

atas nama Debitur yang bertitel eksekutorial dengan memuat 

besarnya hutang Debitur secara pasti, sebagaimana jumlah yang 

Nampak dalam rekening pinjaman Debitur, Pasal ini melanggar pasal 
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18 ayat (1) huruf "d” UU RI Nomor 8 TH 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

9) Seiring berjalannya waktu usaha Penggugat mengalami penurunan 

pendapatan sehingga pembayaran kredit terganggu, namun 

Penggugat masih memiliki keinginan untuk melunasi hutangnya, 

yang Penggugat sesalkan adalah cara-cara penagihan Petugas 

Tergugat yang arogan dan selalu menakut-nakuti akan melelang asset 

Penggugat yang diagunkan pada kantor Tergugat, sehingga 

Penggugat sekeluarga mengalami stress yang berkepanjangan oleh 

karena selalu diteror dan menakut-nakuti akan melelang SHM 

No.945 milik Penggugat, teror-teror dari Tergugat membuat stress 

keluarga Penggugat. 

10) Dengan adanya klausula baku yang dibuat oleh Tergugat membuat 

Penggugat merasa terbebani dan tersiksa. Penggugat beberapa kali 

berupaya untuk meminta keringanan dan beri’tikad baik untuk 

menyelesaikan tunggakannya namun diabaikan oleh tergugat. Isi 

daripada perjanjian kredit tersebut sangat menjerat Penggugat. Untuk 

itulah Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan73. 

Dalam putusan tersebut Penggugat menyatakan dalam perjanjian kredit 

nomor 5 pasal 11 angka 7 huruf b dan pasal 11 angka 7 huruf c mengandung 

klausula baku sebagai berikut: 

Pasal 11 angka 7 huruf b 

                                                           
73 Duduk perkara pada Putusan omor 2345 K/Pdt/2017, hlm 2-6.  
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Apabila Bank memandang perlu, maka dengan ini debitur memberi kuasa 

kepada bank untuk memperjumpakan utang debitur yang timbul karena perjanjian 

ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan bank dengan piutang-piutang 

debitur yang ada pada bank yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan-

tabungan dan atau simpanan-simpanan dan atau rekening-rekening lain milik 

debibitur yang ada pada Bank. 

Pasal 11 angka 7 huruf c 

Debitur dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk sewaktu-waktu 

apabila bank menganggap perlu , terutama jika debitur wanprestasi, wanprestasi 

mana tidak perlu dibuktikan lagi melainka cukup tidak dipenuhinya salah satu 

ketentuan dalam perjanjian ini dan atau menurut bank kredit yang diberikan 

dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani akta pengakuan hutang 

secara notariil atas nama Debitur yang bertittle eksekutorial dengan memuat 

besarnya hutang debitur secara pasti, sebagaimana jumlah nampak dalam rekening 

pinjaman debitur. 

Perjanjian kredit nomor 5 tanggal 4 Februari 2014 tersebut dibuat di 

hadapan Notaris Aristyo, S.H. kota Semarang74. Akta perjanjian kredit yang 

dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya merupakan akta notariil yang dibuat 

oleh Notaris namun Penggugat tidak menarik Notaris sebagai pihak. Majelis Hakim 

dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasal 11 angka 7 huruf b dan pasal 11 

angka 7 huruf c Akta Perjanjian kredit nomor 5 tersebut bukan merupakan klausula 

baku karena telah ditanda-tangani oleh para pihak sebagai bagian dari syarat sah 

                                                           
74 Putusan nomor 2345K/Pdt/2017 hlm.11  
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perjanjian yang pertama yaitu sepakat. Sehingga dalam hal ini Notaris walaupun 

membuat Akta Perjanjian kredit tidak bisa dibebankan tanggung jawab karena 

dinilai tidak dapat dibuktikan klausula baku.  

Dalam pertimbangan hakim perkara nomor 2345K/Pdt/2017 

mendalilkan perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat tidak mengandung 

klausula baku karena Penggugat sebagai nasabah menyetujui dan menadatangani 

perjanjian dan menerima uang dari Tergugat. Penggugat memiliki pilihan untuk 

menandatangani atau tidak75. Namun hal ini menjadi ketentuan yang samar karena 

seorang nasabah yang datang ke Bank hanya disodori form berisikan Perjanjian dan 

tidak bisa memilih selain menandatangani agar dana yang diharapkan bisa segera 

terealisasi. Notaris dalam hal ini yang membuat dan menandatangani akta 

perjanjian kredit juga seharusnya memahami bahwa ada kandugan klausula baku 

yang merugikan salah satu pihak.  

Notaris yang membuat akta dengan klausula baku seharusnya dikenai 

sanksi dalam hukum perdata yaitu dengan melakukan pembayaran ganti rugi bagi 

pihak yang dirugikan. Merujuk pada putusan nomor 2345 K/Pdt/2017, Notaris 

seharusnya dibebani tanggung jawab perdata dan juga tanggung jawab etik. 

Sebagaimana ketentuan pasal 4 angka 5 Kode Etik Notaris yang memberikan 

ketentuan, Notaris dilarang menandatangani akta yang proses pembuatannya telah 

dipersiapkan oleh pihak lain. Maka apabila pasal tersebut dilakukan oleh Notaris 

demi memenuhi permintaan dari bank dalam menyiapkan perjanjian kredit, maka 

Notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana pasal 6 dengan jenis sanksi berupa 

                                                           
75 Sebagaimana Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2017, hlm. 14.  
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teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, 

pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian 

dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.  

Notaris yang membuat sebuah Akta yang mengandung klasula baku dan 

merugikan pihak dalam perjanjian dikenai sanksi perdata yaitu dengan ganti rugi 

pada pihak yang dirugikan. Selain itu juga dikenai sanksi etik dengan jenis sanksi 

dari ringan hingga sanksi besar. Hal ini diatur agar pembuatan akta oleh Notaris 

berjalan sesuai dengan asas-asas hukum kontrak yang baik dan benar. Sedangkan 

upaya hukum yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan adalah menggugat Notaris 

secara keperdataan dan juga melaporkannya pada Dewan Kehormatan dan Dewan 

pengawas Notaris agar ditangani secara etik. Hal ini dilakukan agar apa yang terjadi 

pasa perkara nomor 2345 K/Pdt/2017 tidak terulang dan pemeriksaan atas klausula 

baku dalam perjanjian kredit dapat diselesaikan dengan tepat.  
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan terkait dengan 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit secara aturan 

perundang-undangan belum diatur dengan jelas terkait dengan 

batasan-batasan bahkan apa saja yang masuk dalam klausula baku 

terebut. Klausula Baku dalam perjanjian kredit apabila 

dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak sangat 

bertentangan karena dalam pembuatan dan penandatanganan 

Perjanjian kredit seorang Debitur atau Nasabah tidak memiliki 

keleluasaan untuk ikut bernegosiasi menentukan apa saja isi-sisi 

dari perjanjian kredit tersebut. Tanggung jawab yang ada terdapat 

dalam perjanjian kredit lebih memberatkan pihak debitur atau 

pihak nasabah dan lebih menguntungkan pihak kreditur atau bank. 

Hal ini terjadi karena ada ketidaksetaraan kedudukan para pihak, 

kreditur atau bank sebagai pemberi dana dan Debitur atau Nasabah 

sebagai penerima dana dengan segala konsekwensi yang 

dipersyaratkan oleh bank pada nasabah atas perjanjian kredit 

tersebut.  Kedudukan bank dalam pembuatan akta perjanjian 

kredit terlihat setingkat lebih tinggi dari nasabah karena isi dari 

perjanjian kredit tersebut telah ditetapkan oleh Bank. Nasabah 
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hanya mendandatangani dan dianggap sepakat terhadap seluruh isi 

perjanjian tersebut terlepas menguntungkan atau merugikan 

dirinya. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dan memicu 

kesewenangan hingga menimbulkan adanya klausula baku dalam 

Akta Perjanjian kredit.  

2. Notaris memiliki tanggung jawab secara administrasi dan 

keperdataan berkaitan dengan penggunaan klausula baku dalam 

perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapannya. Tanggung 

jawab secara administrasi dibebankan pada Notaris apabila 

terdapat admnistrasi pembuatan akta yang tidak dilakukan seperti 

pembacaan akta di hadapan para pihak. Tanggungjawab secara 

keperdataan dibebankan pada Notaris ketika akibat dari akta yang 

dibuat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang 

menandatangani. Tanggung jawab secara keperdataan yang 

dibebankan pada Notaris tersebut apabila Akta yang dibuat 

Notaris termasuk dalam Akta yang mengandung unsur perbuatan 

melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata, apabila 

hal ini dapat dibuktikan maka Notaris wajib bertanggung jawab 

dengan mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan 

tersebut. Selain tanggung jawab secara perdata, Notaris yang 

membuat Akta Perjanjian kredit menggunakan klausula baku yang 

ditetapkan oleh Bank juga dikenai sanksi etik sebagaimana pasal 

4 angka 5 Kode Etik Notaris dimana  Notaris dilarang untuk 
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menandatangani Akta yang isinya ditentukan oleh pihak lain. 

Apalagi sampai menimbulkan kerugian terhadap pihak dalam 

perjanjian yang dibuat dihadapannya.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan penulis 

atas permasalahan ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus membuat aturan-aturan yang pasti terkait 

dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit, 

termasuk tata cara penandatangan perjanjian kredit di hadapan 

Notaris. Hal ini dilakukan agar klausula baku yang merugikan 

debitur atau nasabah dapat dikurangi dan asas kebebasan 

berkontrak dapat berdiri dan melindungi kepentingan pada pihak 

yang menyepakati perjanjian tersebut. Peraturan terkait dengan 

klausula baku dapat dituangkan dalam Undang-Undang nomor 10 

tahun 1998 tentang Perbankan pada subbab Perjanjian Kredit atau 

dapat pula dibentuk Aturan baru seperti aturan dalam Otoritas jasa 

keuangan tentang Pelarangan Penggunaan Klausula Baku dalam 

Perjanjian Kredit.  

2. Notaris dalam hal ini harus berhati-hati apabila bank mengajukan 

poin-poin dalam perjanjian kredit yang merugikan salah satu atau 

terdapat tanggungjawab yang tidak seimbang antara kreditur atau 

Bank dengan debitur atau nasabah. Notaris juga harus berhati-hati 

terkait dengan prosedur pendatanganan akta agar secara 

administrasi tidak terlampaui. Notaris harus memperhatikan 
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kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan 

Akta termasuk Pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara Kreditur 

dan Debitur.  
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